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KATA PENGANTAR

Pyji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT Tuhan semesta alam, atas
berkah dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok Tahun 2023 dapat tersusun. Renja
Satpol PP Kota Depok Tahun 2023 mengacu Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerag Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah.

Demi kesempurnaan penyusunan Renja Satpol PP Kota Depok untuk
tahun-tahun berikutnya, kami menerima kritikan dan saran yang

membangun.

Depok, Maret 2023

7%\ ““gfpala Satuan Polisi Pamong Praja
g v.;\"-‘l A\ ROt U

\ N Li d‘ﬁ;Ratnanurdi ny, SH.,M.Hum
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BAB 1
PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dilakukan dengan
melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi nyata pada
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok baik internal maupun
eksternal, yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan
didalam Rencana Strategis Satpol PP Kota Depok.

Satpol PP Kota Depok secara internal diperlukannya penguatan anggaran
untuk memenuhi standar prasarana minimal sesuai Permendagri Nomor 17
Tahun 2019 diantaranya penambahan kendaraan operasional Satpol PP dan
peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan dalan kerangka mendukung
kualitas kinerja di lapangan. Dan secara eksternal, tingginga ekspektasi
masyarakat terhadap pentingnya ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat sehingga Satpol PP dituntut untuk menjaga ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat untuk pencapaian kenyemanan masyarakat.
Selain itu, dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Depok pada
tahun-tahun sebelumnya yakni terhadap kinerja pencapaian Rencana
Strategis (Renstra) Satpol PP yang didukung dengan data serta permasalahan
dan kendala yang dihadapi baik pelaksanaan kinerja sesuai tugas dan fungsi
Satpol PP maupun pelaksanaan program dan kegiatan.

Dari hasil evaluasi kinerja Satpol PP tersebut dapat dijadikan umpan balik
(feedback) dalam kerangka pencapaian kinerja yang berkualitas berbasis
kolaborasi guna mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang efektif dan

efisien.
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1.1. Latar Belakang

Renja Satpol PP Kota Depok tahun 2023 adalah dokumen perencanaan
Satpol PP untuk periode 1 (satu) tahun, dan memiliki keterkaitan
perencanaan dengan RKPD dan Renstra.

Keterkaitan tersebut ditampilkan dalam tabel dibawah ini :
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Tabel keterkaitan tujuan/sasaran dan indikator tujuan/sasaran serta target

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok

antara Renstra, Renja, RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok

Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Sat Target
atuan
Renstra/RKPD/Renja Renstra/RKPD/Renja 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Mewujudkan Tata Kelola . -
Pemerintahan yang Akuntabel dan Tl%gilgii.ilisi?tao?léllgas % 80 83 85 87 89 91
Pelayanan Publik yang Humanis J P
Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan yang Akuntabel dan Nilai SAKIP Satpol PP Nilai 70 70 70 72 72 72
Pelayanan Publik yang humanis
Program Penunjang Urusan Cakupan Pelavanan
Pemerintahan Daerah Up Y % 100 100 100 100 100 100
Penunjang Urusan Pemda
Kabupaten /Kota
Mewujudkan Kualitas Kehidupan Indeks Ketenteraman dan
Masyarakat Kota Depok Yang . angka 74 74,67 | 75.33 76 76,67 | 77,33
. Ketertiban Umum
Nyaman, Aman,dan Tertib
Meningkatnya Ketertiban dan
Ketenteraman Masyarakat serta Persentase C.apalan SPM % 74,10 74,50 74,90 75,20 75,60 76
Keamanan dan Kenyamanan Trantibum
Lingkungan
Program Peningkatan Ketenteraman Persentase Pelayanan
& 544 Ketenteraman dan % 61,25 | 61,92 | 62,11 | 62,74 | 63,33 | 63,90
dan Ketertiban Umum .
Ketertiban Umum
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1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II
Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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10.

11.

12.

13.

14.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
72);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Aas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkatr Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 1842);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana
Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
550);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerag Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
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21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);

24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012, tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun
2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

25. Peraturan Walikota Depok Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Satpol PP Kota Depok Tahun 2023, adalah

untuk mengetahui :

1. Untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja Satpol PP Kota Depok yang
didapat dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan pelaksanaan program dan

kegiatan serta sub kegiatan pada tahun 2023.
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. Mengetahui keterkaitan pencapaian indikator kinerja utama dengan

pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2023.

. Menjadi pedoman evaluasi dan pengukuran kinerja Satpol Kota Depok

pada tahun 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Satpol PP Kota Depok Tahun
2023, adalah :

1.

Menjadi pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

ditingkat Eselon Il sampai dengan Staf.

. Meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Depok dalam rangka pemenuhan

aspek kualitas kinerja dan kemanfaatan kinerja.

. Menjadi pedoman evaluasi kinerja Satpol PP Kota Depok antara

pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan

dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satpol Kota Depok Tahun 2023 disusun berdasarkan

sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja

Satuan Polisi Pamong Praja, agar substansi dasar pada bab-bab berikutnya

dapat dipahami dengan baik

1.1
1.2
1.3
1.4

Latar Belakang.
Landasan Hukum.
Maksud dan Tujuan.

Sistematika Penulisan.
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BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA TAHUN LALU

3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022
(sedang dalam proses).

Analisis Kinerja Pelayanan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1
3.2
3.3

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
Tujuan dan Sasaran Renja.

Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V. PENUTUP
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BAB 1II
HASIL EVALUASI RENJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra
(Tahun 2022 On Progress).
Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 kami sampaikan dalam tabel

T-C.29 dibawah ini:
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Hasil evaluasi disajikan pada tabel T-C.29, sebagai berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Pencapaian Renstra Satpol PP Tahun 2021
Kota Depok
Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
Target dan Realisasi Kinerja Program P_:I:;Za;eiii::izrgizak;atn
N L dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) ¢
Indikator Kinerja Tar?:t ;'::"Ja Tafzatl:(s‘iisér'a Target acrah s/d tahun berjalan
Urusan/Bio!ang Program J Propgram Hasgil Progra:n Target Realisasi program dan IZeaI|5.a5|
Kode | Urusan Pemerintahan (Outcomes) / Tahun 2021 | dan Keluaran Renja Renja kegiatan apatan
Daerah Dan . . . . ; (Renja Satpol | Program dan Tingkat Capaian
program/Kegiatan Kegiatan (Akhir Periode | Kegiatan s/d Tahun - Tahun | Tingkat P tahunn.1) | Kegiatan s/d ingkat Cap
(Output) Renstra dengan tahun 2021 (Akhir | 2021 (Akhir | Realisasi tahun Realisasi Target
Satpol PP) 2019 Periode Periode (%) 2022 berjalan Renstra (%)
Renstra Renstra (tahun n-1)
Satpol PP) | Satpol PP) 2022
1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAIJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
BIDANG
KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
RENJA 2023
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PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Cakupan
Integrasi 100% - 100% 100% 100%
Perencanaan

Nilai SAKIP 72 - 72 0 0%

Persentase
penyediaan
administrasi
perkantoran

100% - 100% 86% 86%

Persentase
penyediaan
sarana dan 100% - 100% 91% 91%
prasarana
aparatur

Persentase
Pegawai yang
mendapatkan 45% - 45% 45% 100%
Pengembangan
Kompetensi

Cakupan
pelayanan
penunjang
urusan Pemda

100% 100% 100%

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Cakupan
Integrasi 100% - 100% 100% 100%
Perencanaan
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Persentase
dokumen
perencanaan,
anggaran, dan
evaluasi tepat
waktu

100%

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah
Dokumen
Renstra; Jumlah
Dokumen Renja

100%

Jumlah
dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

100%

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah
Dokumen

100%

Jumlah
dokumen
Pengukuran
Kinerja,
Pelaporan
Kinerja, Evaluasi
Internal, SPM,
LPPD yang
tersusun

5 dokumen

5 dokumen

100%

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah
dokumen SPIP

1 dokumen

1 dokumen

100%

Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kota Depok
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Administrasi
Keuangan Perangkat | Nilai SAKIP 72 - 72 - -
Daerah
Persentase
administrasi 100% 100% 100%
keuangan tepat
waktu
-F;E:}Iae:;ingzﬂ dan i‘;:;'slhpAPSN 89 - 89 85 95.51% | 90orang 90 orang 100%
Persentase
Administrasi Pegawai yang
Kepegawaian mendapatkan 45% - 45% 45% 100%
Perangkat Daerah Pengembangan
Kompetensi
Persentase
Pemenuhan
Pengurusan 100% 100% 100%
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah PDH;
Pengadaan Pakaian Jumlah PDL;
Dinas Beserta Atribut | Jumlah Pakaian 175 - 175 175 100%
Kelengkapannya Dinas Hari-Hari
Tertentu
Jumlah Pakaian
Pataka dan 40 stel 40 stel 100%
Dhuaja
RENIJA 2023
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Jumlah Pakaian
PPNS
Jumlah PDH

20 stel

90 stel

20 stel

90 stel

100%
100%

Jumlah PDKS |
dan ll

15 stel

15 stel

100%

Jumlah PDL

90 stel

90 stel

100%

Jumlah PDU
Satpol PP

15 stel

15 stel

100%

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Persentase
Penyediaan
Administrasi
Perkantoran

100%

100%

86.26%

86.26%

Persentase
penyediaan
administrasi
umum
perkantoran

100%

100%

100%

Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jenis Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan
Bangunan
Kantor

20

20

19

95.00%

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Jenis Alat Tulis
Kantor; Jenis
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

33

33

27

81.82%

Jumlah Alat
Tulis Kantor

25 item

25 item

100%

Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kota Depok
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Jumlah
Peralatan dan 8 item 8 item 100%
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Peralatan | Jenis Peralatan 20 20 20 100%
Rumah Tangga Rumah Tangga
Jenis Makanan
Pen.ye.dlaan Bahan dgn Mmuman ( 12 12 7 58.33%
Logistik Kantor 3 jenis selama
12 bulan)
Jumlah
Makanan dan 12 bulan 12 bulan 100%
Minuman
Penyediaan Barang Jenis Barang
Cetakan dan Cetakan dan 15 15 14 93.33%
Penggandaan Penggandaan
Jumlah Barang
Cetakan dan 15 item 15 item 100%
Penggandaan
Jumlah Aparatur
Penyelenggaraan Mengikuti Rapat
Rapat Koordinasi dan | Koordinasi dan 293 293 252 86.01% 293 OH 293 OH 100%
Konsultasi SKPD Konsultasi Luar
Daerah
Dukungan
Pelaksanaan Sistem Jumlah Sistemn
Pemerintahan Aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 100%
Berbasis Elektronik
pada SKPD
RENJA 2023
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Pemeliharaan Barang | Persentase
Milik Daerah penyediaan
Penunjang Urusan sarana dan 100% 100% 91.23% 91.23%
Pemerintahan prasarana
Daerah aparatur
Persentase
barang milik 100% 100% 100%
daerah kondisi
baik
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Jumlah
Pajak Kendaraan Kendaraan 50 50 45 90.00%
Perorangan Dinas Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Jumlah
pemeliharaan 50 kendaraan | 50 kendaraan 100%
kendaraan
Pemeliharaan Jenis
Peralatan dan Mesin | Perlengkapan 7 7 7 100%
Lainnya Gedung Kantor
PROGRAM Cakupan
PENINGKATAN Penegakan
KETENTERAMAN Perda dan 100% 100% 88% 88%
DAN KETERTIBAN
UMUM Perwal
Cakupan Rasio 0.27 0.27 0.27 100%
Petugas Linmas
RENJA 2023
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Persentase
Pelayanan
Ketenteraman 74.67% 74.67% 100%
dan Ketertiban
Umum
Penanganan
Gangguan Cakupan
Ketenteraman dan Penegakan
Ketertiban Umum 100% - 100% 88% 88%
dalam 1 (satu) Perda dan
Perwal
Daerah
Kabupaten/Kota
Tingkat
penyelesaian 75% 75% 100%
pelanggaran K3
Pencegahan
Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
melalui Deteksi Dini
dan Cegah Dini, Jumlah Satgas
Pembinaan dan Pol PP selama 232 - 232 233 100% 249 orang 249 orang 100%
Penyuluhan, 13 Bulan
Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan
Pengawalan (232
orang selama 12
bulan)
RENIJA 2023
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Penindakan atas
Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda
dan Perkada melalui
Penertiban dan
Penanganan Unjuk
Rasa dan Kerusuhan
Massa

Jumlah
lahan/lokasi
Fasos Fasum
yang
ditertibkan;
Jumlah lokasi
PKL yang
diteribkan;
Jumlah
penertiban
Mikhol; Jumlah
penertiban PSK,
Anjal, dan
Gepeng

10

10

10

100%

Jumlah
Pelanggaran
dan Pengaduan
Trantibum
dalam Kab/Kota
yang ditangani

5 lokasi

5 lokasi

100%

Jumlah
Pelanggaran K3
yang
diselesaikan

5 lokasi

5 lokasi

100%

Jumlah
Pengamanan
Pasca
Penyelesaian
Pelanggaran K3

5 lokasi

5 lokasi

100%

Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kota Depok
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Jumlah
Pelanggaran K3
yang dilaporkan 20 20 100%
Masyarakat dan pengaduan pengaduan
Teridentifikasi
oleh Satpol PP
Jumlah Regu o
Patroli 24 jam 30regu 30 regu 100%
Koordinasi ,
Penyelenggaraan Jenis
Ketentraman dan Eg:laag;aa:én_
Ketertiban Umum g ! 3 - 3 3 100%
. Jumlah Gelar
serta Perlindungan .
. Pasukan Tingkat
Masyarakat Tingkat Kota Depok
Kabupaten/Kota P
Jumlah Demo 20 demo 20 demo 100%
Jumlah Gelar 1 eelar 1 eelar
Pasukan Satpol & & 100%
pasukan pasukan
PP
Jumlah
Pengamanan 5 jenis 5 jenis 100%
dan Pengawalan
Jumlah Kajian
Indeks 1 dokumen 1 dokumen 100%
Trantibum
RENJA 2023
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Pemberdayaan
Perlindungan

Masyarakat dalam
rangka Ketentraman

dan Ketertiban
Umum

Jumlah Anggota
Satlinmas
Tingkat Kota;
Jumlah Anggota
Satlinmas yang 12 - 12 12 100%
dibina dan
dilatih; Jumlah
Pengamanan
Hari Raya

Cakupan

petugas
Perlindungan 22% 22%
Masyarakat

(Linmas)

100%

Jumlah

Pengamanan 2 momentum | 2 momentum
Hari Raya

100%

Jumlah Petugas
Linmas dalam 1
wilayah kerja
Kab/Kota

630 orang 630 orang

100%

Jumlah RT yang
dilakukan
pengawasan

dan 2300 RT 2300 RT

pengamanan

oleh Petugas
Linmas

100%
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Jumlah
Satlinmas yang o
terlatih dan 30 orang 30 orang 100%
dikukuhkan
Peningkatan
Kapasitas SDM
Satuan POIIS.I Jumlah Aparatur
Pamongpraja dan
Satuan Perlindungan Satpol PP yang
8aN | hengikuti 72 - 72 72 100%
Masyarakat termasuk | _.
Bintek; Jumlah
dalam Pelaksanaan
Jafung Pol PP
Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi
Manusia
Jumlah Aparatur
Satpol PP dan
Satlinmas yang 50 orang 50 orang 100%
mendapatkan
pembinaan
HAM
Penegakan Cakupan
Peraturan Daerah Penegakan
Kabupaten/Kota dan 8 100% - 100% 88% 88%
Perda dan
Peraturan Perwal
Bupati/Wali Kota
Persentase
Perda dan 50% 50% 100%
Perkada yang
ditegakkan
RENIJA 2023
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Sosialisasi Penegakan
Peraturan Daerah Jumlah Papan
Informasi 34 34 34 100%
dan Peraturan Larangan/Segel
Bupati/Wali Kota
Jumlah lokasi
Sosialisasi dan 10 lokasi 10 lokasi 100%
Perkada
Jumlah Perda
yang 10 perda 10 perda 100%
disosialisasikan
Pengawasan atas
Kepatuhan terhadap | Jumlah regu
Pelaksanaan Patroli 24 jam
Peraturan Daerah (27 regu selama 12 12 12 100%
dan Peraturan 12 bulan)
Bupati/Wali Kota
Jumlah
Keseluruhan
Perda dan 20 peraturan | 20 peraturan 100%
Perkada yang
memuat sanksi
Jumlah
Pelir;grgzran peIanzgSgaran peIanZgSgaran 100%
RENIJA 2023
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Jumlah
Pelaporan
Pelanggaran
Perda kepada
Dinas
Pangampu
Perda

20 pelaporan

20 pelaporan

100%

Jumlah
Penyidikan
Kasus
Pelanggaran
Perda

25 kasus

25 kasus

100%

Penanganan atas
Pelanggaran
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

Jumlah
bangunan;
Jumlah Gelar
Perkara; Jumlah
Pemusnahan
Barang Bukti
(Mikhol);
Jumlah
penertiban KTR;
Jumlah
penertiban
perizinan;
Jumlah Sidang
Tipiring

39

39

31

79%

Jumlah
Pemusnahan
Barang Bukti

1 momentum

1 momentum

100%

Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kota Depok
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Jumlah
Penanganan
Non Yustisi

10 kasus

10 kasus

100%

Jumlah
Penanganan
Yusitisi

10 kasus

10 kasus

100%

Jumlah
Penyelesaian
Penegakan
Perda

10 kasus

10 kasus

100%

Jumlah Perda
dan Perkada
yang ditegakkan

10 peraturan

10 peraturan

100%

Jumlah
Perda/Perkada
yang memuat

sanksi yang
ditegakkan

10 peraturan

10 peraturan

100%

Pembinaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
(PPNS)
Kabupaten/Kota

Cakupan
Penegakan
Perda dan
Perwal

100%

100%

88%

88%

Persentase Pol
PP yang
memiliki

kualitas PPNS

40%

40%

100%

Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kota Depok
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Pengembangan
Kapasitas dan Karier | Jumlah PPNS 20 - 20 20 100%
PPNS
Jumlah Pol PP
yang memiliki 40 orang 40 orang 100%

Kualitas PPNS

RENIJA 2023
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Berdasarkan tabel TC.29. diatas dapat disimpulkan bahwa :

a. Pada tahun anggaran 2021, terjadi transisi perencanaan dan
penganggaran dari periode Renstra 2016-2021 dengan periode
Renstra 2021-2026 sehingga terjadi pergeseran nama program,
kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana berlandaskan Permendagri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
yang selanjutnya disempurnakan kembali melalui Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja program
sehingga bila dirata-rata, capaiannya menjadi 94,69%. Sedangkan
capaian program kedua yakni Program Peningkatan Ketenteraman
Dan Ketertiban Umum yang diukur melalui 2 (dua) indikator, bila
dirata-rata capaiannya menjadi 94%. Terhadap pencapaian
indikator program Cakupan Penegakan Perda dan Perwal,
realisasinya 88% dari target 100%; hal ini terkendala pada jadwal
penegakan perda yang bersifat privat masih berdasarkan
pelimpahan kewenangan dari dinas pengampu Perda sehingga
penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP Kota Depok masih
bergantung dari pelimpahan kewenangan dari dinas pengampu
perda yang membidangi perizinan.

c. Terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang capaiannya rendah, yakni :

Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian 58,33% yang
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disebabkan belanja makan minum tamu tidak diserap karena

pandemi sehingga dilakukan penjadwalan ulang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Pemerintah Kota Depok

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.

1. Jenis Pelayanan Dasar.
Penerapan dan pencapaian SPM Trantibum di Kota Depok disesuaikan
dengan hasil-hasil penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Depok dengan jenis pelayanan dasar yaitu Pelayanan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab/Kota.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah.

Target Persentase Capaian SPM Trantibum pada tahun 2022 berdasarkan
hasil perumusan Rencana Strategis Periode 2021 sampai dengan 2026
adalah 74,10% yang didapat dari formulasi penghitungan didapat dari 4
(empat) pencapaian variabel SPM Trantibum; antara lain : Standar
Operasional Prosedur Satpol PP dalam pelaksanaan Pelayanan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab/Kota, Standar Sarana
Prasarana Satpol PP, Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP
dan Anggota Linmas, dan Standar Pelayanan terkena dampak Gangguan
Trantibum akibat Penegakan Hukum terhadap Pelanggran Perda dan
Perkada.

Khusus untuk target indikator SPM Trantibum yakni Jumlah warga

negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda
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dan Perkada di Kab/Kota, pada tahun 2021 ditargetkan 100% dengan

asumsi penilaian terbalik yaitu 100% sama dengan O (nol) orang.

Sehingga capaian SPM trantibum berdasarkan indikator Jumlah warga
negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda
dan Perkada di Kab/Kota, pada tahun 2022 realisasinya 100% dengan
capaian 100% (tidak ada masyarakat Kota Depok yang terdampak akibat
pelaksanaan penegakan Perda atau pelaksanaan Penertiban dan

Pengawasan Gangguan Trantibum).

Dalam rangka penerapan SPM Trantibum dan penyelenggaraan tugas dan
fungsi pada tahun 2022, dilakukan upaya Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Depok untuk mendukung pencapaian SPM Trantibum, antara lain :

a. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali

Kota.

- Mengadakan Papan Informasi Larangan/Segel, sebagai bentuk
pembinaan sekaligus pemberian sanksi administratif terhadap
Pelanggar Perda.

- Melaksanakan Penyegelan baik kegiatan yang tidak berizin maupun
bangunan yang tidak berizin berdasarkan pelaporan dan/atau
pelimpahan kewenangan dari Dinas Perizinan.

- Melaksanakan Penertiban Kawasan Tertib Rokok (KTR).

- Melaksanakan Sidang Tindak Pidana Ringan (Yustisi) terhadap
pelanggar Perda yang mengganggu ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat.

- Menindaklanjuti laporan kasus pelanggaran Perda dari Dinas

Pengampu Perda.
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. Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat.

Melaksanakan Penertiban PKL yang menggaggu ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat.

Melaksanakan Penertiban Bangunan Liar di lahan fasos fasum milik
pemerintah.

Melaksankan penghalauan dan penertiban PPKS (Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial), seperti : Anak Jalanan,
Gelandang, Pengemis, bahkan ODGJ.

Melaksanakan Penjagaan Titik-Titik Rawan Gangguan Trantibum.
Melaksanakan Patroli 24 jam.

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan
gangguan Trantibum.

Melaksanakan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
Melaksanakan Pengamanan tempat-tempat penting.

Melaksanakan Pengawalan Pejabat Penting.

Melaksanakan Cegah Dini dan Deteksi Dini terhadap lokasi-lokasi

rawan gangguan Trantibum.

. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.

Melaksanakan pembinaan Satpol PP dan Satlinmas untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (aparatur).
Melaksanakan pengamanan lingkungan oleh Satuan Pelindungan
Masyarakat (Satlinmas).

Melaksanakan Pengamanan Hari Raya.

Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai.
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. Dukungan Personil.

Personil Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat Kota Depok pada tahun

2023, antara lain :

- PNS : 90 orang

- Satgas Trantibum: 255 orang.

. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan :

Indikator SPM Trantibum : Jumlah warga negara yang memperoleh
layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di
Kab/Kota belum masuk kedalam Program/Kegiatan/Sub Kegiataan

pada tahun 2021.

Solusi :
Indikator SPM Trantibum akan dimasukkan kedalam Sub Kegiatan
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan

Daerah dan Perkada, yang dimulai pada tahun 2022.
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Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP
Kota Depok
SPM / Target Renstra Perangkat Daerah Féealls:am Proyeksi
No Indikator Standar IKK apaian Catatan Analisis
Nasional 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Jumlah warga 100% =0 orang
& Dilakukan pencegahan dan deteksi dini
negarayang "
sebelum pelaksanaan kebijakan Penegakan
memperoleh . . . .
lavanan akibat Perda sehingga tidak terjadi korban akibat
1 da\:i eneeakan SPM - 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | penegakan hukum Perda dan Perkada di Kota
peneg Depok, serta dilakukan penguatan koordinasi
hukum Perda dan . S
. dengan pihak untuk mengantisipasi
Perkada di
pelaksanaan pelayanan pengobatan dan
Kab/Kota : ..
pelayanan kerugian materiil.
RENJA 2023

Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kota Depok

32




2.3

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja

a. Tingkat kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan hal kritis

yang terkait dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok ditandai

dengan pelaksanaan pengawasan Pembatasan Sosial Berskala

Besar atau PSBB dalam rangka pencegahan penyebaran penularan

Covid-19 melalui himbauan dan teguran serta penindakan.

Pelaksanaan pengawasan tersebut merupakan peleburan Tim

Patroli 24 Jam, sehingga pelaksanaan pengawasan PSBB juga

dilakukan selama 24 Jam.

menyelenggarakan tugas dan fungsi.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

Permasalahan yang dihadapi adalah prilaku atau kebiasaan

masyarakat yang tidak mengindahkan Peraturan Wali Kota terkait

dengan PSBB melalui himbauan dan teguran serta penindakan

yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.

Hambatannya berupa keterbatasan Alat Pelindung Diri bagi personil

yang bertugas dalam pengawasan PSBB, serta keterbatasan sarana

dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Depok. Namun keterbatasan tersebut tidak menjadi halangan

personil yang bertugas di lapangan dalam penanganan Covid-19

Kota Depok.
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c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kota Depok, terhadap
capaian program nasional/internasional.
Satpol PP Kota Depok melaksanakan urusan Pemerintahan wajib
pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat sehingga perlu dilakukan peningkatan
kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja secara kelembagaan dalam
rangka mewujudkan Vis Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan

Religius.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan
Polisi Pamong Praja.
Tantangan Satpol PP dalam meningkatkan pelayanan, antara lain :
1. Menjadi pendorong berkembangnya budaya tertib.
2. Sebagai pendorong tercipta masyarakat sadar hukum,;
3. Sebagai fasilitator = pemberdayaan = masyarakat dalam
penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban

umum, serta pelindungan masyarakat.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP Kota Depok

adalah :

1. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas
dan fungsi.

2. Mendapat dukungan dari Komisi A DPRD Kota Depok melalui
pokok pikiran meningkatkan kesejahteraan aparatur dan
peningkatan jumlah aparatur Satpol PP.

3. Memiliki hubungan kerja dengan pihak TNI, Kepolisian,
Kejaksaan, dan Pengadilan Tinggi di Kota Depok.
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e. Formulasi isu-isu penting

ISU STRATEGIS

PERMASALAHANNYA

KONDISI IDEAL

. PENEGAKAN
PERDA YANG
BELUM OPTIMAL

Banyaknya bentuk-bentuk
pelanggaran Perda antara lain
: Bangunan tidak ber-IMB
atau Bangunan yg melanggar
ketentuan Perda, Usaha tidak
dilengkapi SIUP/HO, Perizinan
Reklame/Spanduk baik
berdasarkan data maupun
laporan

TERWUJUDNYA
KETERTIBAN PERIZINAN
Melalui Kerjasama yang
terintegerasi antara Satpol
PP dengan Dinas/Instansi
terkait

DENGAN BAIK

melalui antisipasi dini yang
belum optimal; Belum
dilakukan deteksi dini pada
daerah rawan sosial

. GANGGUAN Banyaknya PKL di trotoar, di TERCIPTANYA
KETERTIBAN bahu jalan, dan di jalur hijau; | KENYAMANAN
UMUM DAN Bangunan liar di lahan Fasos MASYARAKAT
KETENTERAMAN Fasum Pemerintah; Peredaran | Melalui Penataan titik-titik
MASYARAKAT Minuman Beralkohol; dan gangguan ketertiban

contoh yang berkaitan dengan | umum dan ketenteraman

Ketenteraman antara lain dengan melibatkan

Keberadaan Anjal, Gelandang- | Dinas/Instansi terkait,

Pengemis, Pengamen di jalur- swasta, dan peran

jalur Protokol; dan masyarakat

Keberadaan PSK yang menjadi | (Koordinasi Penataan dan

Penyakit Masyarakat, serta Pemberdayaan PKL

Peminta Sumbangan tertuang dalam Perpres 125
Tahun 2012, serta
Pedoman Penataan dan
Pemberdayaan PKL
tertuang dalam
Permendagri 41 Tahun
2012)

. PELINDUNGAN Adanya laporan gangguan MENINGKATNYA
MASYARAKAT Kamtibmas seperti tawuran KAPASITAS ANGGOTA
BELUM dan daerah rawan sosial; SATLINMAS
TERKOORDINASI | Penanganan Bencana Alam Melalui keterlibatan pihak

Kecamatan dan kelurahan
serta peran aktif
masyarakat
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Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD adalah dengan
membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan, dituangkan dalam tabel T-C. 31.
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Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kota Depok
Nama Perangakat Daerah : Satpol PP Lembar 1 dari 2
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No Program / Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif Program / Lokasi Indikator Target Kebutuhan Penting
Kegiatan Kinerja Capaian (Rp) Kegiatan Kinerja Capaian Dana (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Cakuban PENUNJANG Cakupan
URUSAN Kantor o :nan URUSAN Kantor o :nan
1.05.01 PEMERINTAHAN Satpol penuyn'an 100% 19,156,973,593 PEMERINTAHAN | Satpol penl}/n'an 100% 21,072,670,952
DAERAH PP urzsan F{emgda DAERAH PP urlzsan PJemgda
KABUPATEN/KOT KABUPATEN/KO
A TA
Persentase Perencanaan, Persentase
Perencanaan,
dokumen Penganggaran, dokumen
1.05.01 Penganggaran, Kantor erencanaan dan Evaluasi Kantor erencanaan
9% | danEvaluasi | Satpol | P | 100% 89,998,550 e satpol | P | 100% | 98,998,405
2.01 ., anggaran, Kinerja anggaran, dan
Kinerja Perangkat PP . PP .
dan evaluasi Perangkat evaluasi tepat
Daerah
tepat waktu Daerah waktu
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Diperlukan
Penyusunan Penyusunan aktifitas
1.05.01 Dokumen Kantor Jumlah . Dokumen Kantor Jumlah ! engendalian
D Satpol dokumen dokum 49,999,900 Perencanaan Satpol . dokume 54,999,890 Peng
2.01.01 Perencanaan . dokumen Renja perencanaan
PP Renja en Perangkat PP n L
Perangkat Daerah kinerja yang
Daerah .
telah disusun
Jumlah Jumlah
dokumen dokumen
Koordinasi dan Pengukuran Koordinasi dan Pengukuran
N I e IR e anr |t g
o2 | Laporan -ap Satpol apo dokum | 20,000,000 poran -ap Satpol apo dokume | 22,000,000 jalue
2.01.06 Kinerja dan PP Kinerja, en Kinerja dan Pp Kinerja, 0 kinerja
Ikhtisar Realisasi Evaluasi Ikhtisar Realisasi Evaluasi (internal)
Kinerja SKPD Internal, SPM, Kinerja SKPD Internal, SPM,
LPPD yang LPPD yang
tersusun tersusun
Terdapat
rencana
N Kantor 1 Evaluasi Kinerja | Kantor 1 perubahan
1.05.01. Evaluasi Kinerja Satpol Jumlah dokum 19,998,650 Perangkat Satpol Jumlah dokume 21,998,515 terhadap
2.01.07 | Perangkat Daerah dokumen SPIP dokumen SPIP . .
PP en Daerah PP n Belanja Kajian
Indeks
Trantibum
Losoy, | Administasi | Kantor | CUEERC Mg | Kamtor |
DA Keuangan Satpol 100% 16,544,831,293 & Satpol 100% | 18,199,314,422
2.02 keuangan Perangkat keuangan tepat
Perangkat Daerah PP PP
tepat waktu Daerah waktu
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Penyediaan Gaji | Kantor Terdapat
12%52'%11 dan Tunjangan Satpol Jl;r;llazl AP?DN orga(:1 16,544,831,293 dan Tunjangan Satpol Jl;gllaslﬁil\l or?a?w 18,199,314,422 | penambahan 6
o ASN PP P 8 ASN PP P & CPNS
Persentase .. . Persentase
.. . Administrasi
1.05.01 Administrasi Kantor Pemenuhan Kepezawaian Kantor Pemenuhan
DU Kepegawaian Satpol Pengurusan 100% 551,999,900 peg Satpol Pengurusan 100% 607,199,890
2.05 . . . Perangkat . . .
Perangkat Daerah PP Administrasi Daerah PP Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian
L0501 | Puion oimas | 9O | poin petaon Dimgs | <@ntor | Jumiah Pakeian i
A, . Satpol 40 stel 551,999,900 . Satpol Pataka dan 40 stel 607,199,890
2.05.02 Beserta Atribut PP Pataka dan Beserta Atribut pp Dhuaia seragam
Kelengkapannya Dhuaja Kelengkapannya J Satpol PP
Jumlah Jumlah Pakaian
Pakaian pPNs | 20 St€! PPNS 20 stel
Jumlah PDH 90 stel Jumlah PDH 90 stel
Jumlah PDKS | 15 stel Jumlah PDKS | 15 stel
danll danll
Jumlah PDL Jumlah PDL
90 stel 90 stel
(MARET) o€ (MARET) ste
Jumlah PDU Jumlah PDU
Satpol PP 15 stel Satpol PP 15 stel
Persentase Administrasi Persentase
1.05.01 Administrasi Kantor penyediaan Kantor Umum Kantor penyediaan Kantor
77" | Umum Perangkat | Satpol administrasi Satpol 987,995,550 Satpol administrasi Satpol 1,086,795,105
2.06 Perangkat
Daerah PP umum PP PP umum PP
Daerah
perkantoran perkantoran
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Inventarisir
Penyediaan Kantor Penyediaan Kantor aset Satpol PP
1.05.01. Peralatan dan Jumlah Alat . Peralatan dan Jumlah Alat . yang dimiliki
2.06.02 Perlengkapan Sa;gol Tulis Kantor 25 item 299,998,850 Perlengkapan Sa;?)ol Tulis Kantor 25 item 329,998,735 dan digunakan
Kantor Kantor serta
kebutuhan
Jumlah Jumlah
Peralatan dan . Peralatan dan .
8 item 8 item
Perlengkapan Perlengkapan
Kantor Kantor
1.05.01 Penyediaan Kantor Jumlah 12 Penyediaan Kantor Jumlah 12
B Bahan Logistik Satpol | Makanan dan 249,999,000 Bahan Logistik Satpol Makanan dan 274,998,900
2.06.04 . bulan . bulan
Kantor PP Minuman Kantor PP Minuman
1.05.01 Penyediaan Kantor Luar:alih Bal::zzyecdelisl?an Kantor | Jumlah Barang
o Barang Cetakan Satpol 8 15 item 192,999,850 & Satpol Cetakan dan 15 item 212,299,835
2.06.05 dan Penggandaan PP Cetakan dan dan PP Penggandaan
&8 Penggandaan Penggandaan g8
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Jumlah
Jumlah .
Aparatur Diperlukan
L Aparatur L
mengikuti o koordinasi dan
mengikuti .
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan konsultasi
1.05.01 Rapat Koordinasi Kantor Koordinasi Rapat Koordinasi Kantor Rapat dalam
. P . Satpol 293 OH 150,000,000 P ) Koordinasi dan | 293 OH 165,000,000
2.06.09 dan Konsultasi dan dan Konsultasi . pengembanga
PP . Konsultasi .
SKPD Konsultasi SKPD n kapasitas
Dalam Daerah
Dalam Daerah kelembagaan
dan Luar
dan Luar Satpol PP
Daerah
Daerah
Diperlukan
Dukungan Dukungan tenaga
profesonal
Pelaksanaan Pelaksanaan
Sistem Kantor Sistem Kantor dalam
1.05.01. lah Sist 1 Jumlah Sist 1 b
05.0 Pemerintahan Satpol Jumla 'Sls.em . 94,997,850 Pemerintahan Satpol umea . |s'em I 104,497,635 pengem ar‘lga
2.06.11 ) Aplikasi aplikasi . Aplikasi aplikasi n SPBE di
Berbasis PP Berbasis PP Satpol PP
Elektronik pada Elektronik pada mzlal i
SKPD SKPD !
pengembanga
n Sistem
Pemeliharaan Pemeliharaan
Barang Milik Barang Milik
Persentase Persentase
1.05.01 Daerah Kantor barang milik Daerah Kantor barang milik
D Penunjang Satpol g 70% 982,148,300 Penunjang Satpol & .. 70% 1,080,363,130
2.09 daerah daerah kondisi
Urusan PP c . Urusan PP .
) kondisi baik ) baik
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah
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Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,

Biaya Biaya Peningkatan
Pemeliharaan, Kantor Jumlah 50 Pemeliharaan, Kantor Jumlah 50 kualitas
1.05.01. ) . . ) .
Pajak, dan Satpol | pemeliharaan | kendar 982,148,300 Pajak, dan Satpol pemeliharaan kendara | 1,080,363,130 | pemeliharaan
2.09.02 .. i
Perizinan PP kendaraan aan Perizinan PP kendaraan an kendaraan
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas operasional
Operasional atau Operasional atau
Lapangan Lapangan
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Pelayanan PENINGKATAN
PENINGKATAN | 12 | Ketenterama KETENTERAMAN | Kota Pelayanan
1.05.02 | KETENTERAMAN 74,67% | 17,159,844,900 Ketenteraman | 74,67% | 18,875,829,390
Depok ndan DAN Depok .
DAN KETERTIBAN . dan Ketertiban
UMUM Ketertiban KETERTIBAN Umum
Umum uMum
Tingk P
Penanganan ing at. enanganan Tingkat
Gangguan penyelesaian Gangguan envelesaian
1.05.02 Ketenteraman Kota pelanggaran Ketenteraman Kota Zlany aran K3
DA dan Ketertiban K3 75% 16,231,443,850 dan Ketertiban P £8 . 75% 17,854,588,235
2.01 Depok . Depok (Ketertiban,
Umum dalam 1 (Ketertiban, Umum dalam 1
Kententraman,
(satu) Daerah Kententraman (satu) Daerah Keindahan)
Kabupaten/ Kota , Keindahan) Kabupaten/Kota
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Pencegahan
Gangguan
Ketenteraman
dan Ketertiban
Umum melalui
Deteksi Dini dan

Jumlah Satgas
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Pencegahan
Gangguan
Ketenteraman
dan Ketertiban
Umum melalui
Deteksi Dini dan

Jumlah Satgas

12%51%21 Cegah Dini, Pol PP selama of::g 13,034,452,400 Cegah Dini, Pol PP selama of:r?g 14,337,897,640
o Pembinaan dan 13 Bulan Pembinaan dan 13 Bulan
Penyuluhan, Penyuluhan,
Pelaksanaan Pelaksanaan
Patroli, Patroli,

Pengamanan, dan Pengamanan,

Pengawalan dan Pengawalan
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Penindakan atas

Gangguan Gangguan
Ketenteraman Ketenteraman
dan Ketertiban dan Ketertiban
Jumlah Jumlah
Umum Pelanggaran dan Umum Pelanggaran dan
1.05.02. Berdasarkan Kota Pengad . Berdasarkan Kota Pengad .
engaduan | 5 |okasi | 424,999,900 engaduan 5lokasi | 424,999,900
2.01.02 Perda dan Depok | Trantibum dalam Perda dan Depok | Trantibum dalam
Perkada melalui KaZ(tKOta yang Perkada melalui K""Z(tha yang
. itangani . itangani
Penertiban dan g Penertiban dan g
Penanganan Penanganan
Unjuk Rasa dan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa Kerusuhan Massa
Jumlah Jumlah
Pelanggaran K3 | 5 |okasi Pelanggaran K3 5 lokasi
yang diselesaikan yang diselesaikan
Jumlah Jumlah
Pengamanan Pengamanan Pasca
Pasca 5 lokasi . 5 lokasi
. Penyelesaian
Penyelesaian Pelangearan K3
Pelanggaran K3 g8
Jumlah Jumlah
Pelanggaran K3 20 Pelanggaran K3 20
yang dilaporkan yang dilaporkan
Masyarakat dan pengad Masyarakat dan pengad
Teridentifikasi uan Teridentifikasi oleh uan
oleh Satpol PP Satpol PP
Jumlah Regu Jumlah Regu Patroli
Patroli 24 jam | S0 F€8UY 24 jam 30 regu
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Penyelenggaraan
Ketentraman dan
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Koordinasi

Penyelenggaraan
Ketentraman dan

Ketertiban Umum Ketertiban
1.05.02. serta Kota Jumlah Demo 20 326,999,700 Umum serta Kota Jumlah Demo 20 359,699,670
2.01.03 . Depok demo . Depok demo
Perlindungan Perlindungan
Masyarakat Masyarakat
Tingkat Tingkat
Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota
Jumlah Gelar | 1gelar Jumlah Gelar
1 gelar
Pasukan pasuka Pasukan Satpol asukan
Satpol PP n PP P
Jumlah Jumlah
P P
engamanan | . jenis engamanan 5 jenis
dan dan
Pengawalan Pengawalan
Jumlah Kajian 1 Jumlah Kajian 1
Indeks dokum Indeks dokume
Trantibum en Trantibum n
RENJA 2023

Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kota Depok

45




Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok

Pemberdayaan .
Pemberdayaan . Y Diperlukan
i Cakupan Perlindungan Ll
Perlindungan Cakupan petugas data kinerja
1.05.02 Masyarakat Kota petugas Masyarakat Kota Perlindungan Angota
D Perlindungan 22% 2,599,998,900 dalam rangka & 22% 2,859,998,790 )
2.01.04 dalam rangka Depok Depok Masyarakat Satlinmas
Masyarakat Ketentraman dan . .
Ketentraman dan i . (Linmas) berbasis
' (Linmas) Ketertiban ;
Ketertiban Umum kewilayahan
Umum
Jumlah 2 Jumlah 2
Pengamanan momen Pengamanan Hari | momen
Hari Raya tum Raya tum
Jumlah Petugas Jumlah Petugas
Linmas dalam 1 630 Linmas dalam 1 630
wilayah kerja orang wilayah kerja orang
Kab/Kota Kab/Kota
Jurr;li?:ki'll('ay:ng Jumlah RT yang
eheawasan dilakukan
P gdan 2300 pengawasan dan 2300 RT
RT pengamanan
pengamanan
oleh Petugas
oleh Petugas .
. Linmas
Linmas
Jumlah .
Satlinmas yang 30 Jumlah Satl.lnmas 30
. yang terlatih dan
terlatih dan orang dikukuhkan orang
dikukuhkan uu
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Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
Peningkatan Peningkatan
Kapasitas SDM Kapasitas SDM
Satuan Polisi Jumlah Satuan Polisi
. ) Jumlah
Pamongpraja dan Aparatur Pamongpraja dan
Aparatur Satpol
Satuan Satpol PP dan Satuan PP dan
1.05.02. Perlindungan Kota Satlinmas 50 83,999,850 Perlindungan Kota Satlinmas yang 50 92,399,835
2.01.05 Masyarakat Depok yang orang Masyarakat Depok orang
mendapatkan
termasuk dalam mendapatkan termasuk dalam )
) pembinaan
Pelaksanaan pembinaan Pelaksanaan HAM
Tugas yang HAM Tugas yang
Bernuansa Hak Bernuansa Hak
Asasi Manusia Asasi Manusia
. Kerjasama antar
Kerjasama antar
Lembaga dan
Lembaga dan ,
, Jumlah Kemitraan dalam
Kemitraan dalam . Jumlah
Teknik Pengaduan Teknik Pengaduan
1.05.02. Pencegahan dan Kota Gangguan 10 ‘ 86,000,000 Pencegahan dan Kota Gangguan 10 . 94,600,000
2.01.06 Depok Trantibum lokasi Penanganan Depok . lokasi
Penanganan Trantibum yang
yang Gangguan . .
Gangguan . . ditangani
ditangani Ketentraman dan
Ketentraman dan .
. Ketertiban
Ketertiban Umum
Umum
Jumlah Jumlah
Pengaduan 10 Pengaduan 10
Pelanggaran | pengad Pelanggaran pengad
Trantibum uan Trantibum yang uan
yang Masuk Masuk
RENJA 2023
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Layanan dalam

Jumlah warga
negarayang
memperoleh
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Penyediaan
Layanan dalam

Jumlah warga
negarayang
memperoleh

layanan rangka Dampak .
1.05.02. ka D k Kot Kot | kibat
05.02. 1 rangka Dampa ota akibat dari | 100% 99,993,000 Penegakan ota | layananakibat | 000 | 159995 300
2.01.09 Penegakan Depok Depok | dari penegakan
penegakan Peraturan
Peraturan Daerah hukum Perda
hukum Perda Daerah dan .
dan Perkada dan Perkada di
dan Perkada Perkada Kab/Kota
di Kab/Kota
Penegakan
Penegakan Persentase Peraturan Persentase
1.05.02 Peraturan Daerah Kota Perda dan Daerah Kota Perda dan
77" | Kabupaten/ Kota 50% 828,401,100 Kabupaten/ Kota 50% 911,241,210
2.02 Depok | Perkadayang Depok | Perkadayang
dan Peraturan ditezakkan dan Peraturan ditesakkan
Bupati/Wali Kota & Bupati/Wali &
Kota
. Sosialisasi
Sosialisasi Penegakan
Penegakan Jumlah lokasi Jumlah lokasi
1.05.02. 1 o oturan Daerah | <R | sosialisasidan | | C . | 209,999,750 Peraturan Kota | ¢ ialisasi dan 101 230,999,725
2.02.01 Depok lokasi Daerah dan Depok lokasi
dan Peraturan Perkada Peraturan Perkada
B i/Wali K
upati/Wali Kota Bupati/Wali Kota
Jumlah Perda Jumlah Perda
yang 10 yang 10
d|505|arl1|sa5|ka perda disosialisasikan perda
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Pengawasan atas

Jumlah Kepatuhan
Kepatuhan Jumlah
Keseluruhan terhadap
1.05.02 terhadap Kota Perda dan 20 Pelaksanaan Kota Keseluruhan 20
AN Pelaksanaan peratur 244,999,800 Perda dan peratur 269,499,780
2.02.02 Depok | Perkadayang Peraturan Depok
Peraturan Daerah an Perkada yang an
memuat Daerah dan .
dan Peraturan . memuat sanksi
Bupati/Wali Kota sanksi Peraturan
P Bupati/Wali Kota
Jumlah 25 Jumlah 25
Pelanggaran | pelangg Pelanggaran pelangg
Perda aran Perda aran
Jumlah Jumlah
Pelaporan Pelaporan
Pelanggaran 20 Pelanggaran 20
Perda kepada | pelapor Perda kepada pelapor
Dinas an Dinas an
Pangampu Pangampu
Perda Perda
Jumlah Jumlah
Penyidikan 55 Penyidikan 55
Kasus Kasus
kasus kasus
Pelanggaran Pelanggaran
Perda Perda
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Penanganan atas
Pelanggaran

Pelanggaran Jumlah 1 Jumlah 1
1.05.02. Kot Perat Kot
Peraturan Daerah o Pemusnahan | momen 373,401,550 eraturan o Pemusnahan momen 410,741,705
2.02.03 Depok . Daerah dan Depok .
dan Peraturan Barang Bukti tum Barang Bukti tum
Bupati/Wali Kota Peraturan
Bupati/Wali Kota
Jumlah 10 Jumlah 10
Penanganan kasus Penanganan Kasus
Non Yustisi Non Yustisi
Jumlah 10 Jumlah 10
Penanganan Penanganan
o kasus o kasus
Yusitisi Yusitisi
Jumlah Jumlah
Penyelesaian 10 Penyelesaian 10
Penegakan kasus Penegakan kasus
Perda Perda
Jumlah Perda 10 Jumlah Perda 10
dan Perkada dan Perkada
peratur peratur
yang an yang an
ditegakkan ditegakkan
Jumlah
Jumlah
Perc;a/::rkad 10 Perda/Perkada 10
yang peratur yang memuat peratur
memuat )
sanksi yang an sanksi yang an
ditegakkan ditegakkan
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Pembinaan Pembinaan
Penyidik Pegawai Persentase Penyidik Persentase Pol
1.05.02. 1 Negeri sipil Kota | PolPPyang | 5 99,999,950 | PegawaiNegeri | |O% PP yang 40% | 109,999,945
2.03 Depok memiliki L L Depok memiliki
(PPNS) kualitas PPNS Sipil (PPNS) kualitas PPNS
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1.05.02. PengerT\bangan Kota Jumlah PoI. PP 0 Penger.nbangan Kota Jumlah PoI. PP 0
5 03.01 Kapasitas dan Depok | Y28 memiliki oran 99,999,950 Kapasitas dan Depok | Y28 memiliki oran 109,999,945
s Karier PPNS PO Kualitas PPNS & Karier PPNS P Kualitas PPNS 8
Total Anggaran 36,316,818,493 Total Anggaran 39,948,500,342
Catatan : Penganggaran pada tahun 2022 ini mengalami perubahan.
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2.5
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Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan

tersebut diperoleh melalui hasil musrembang tingkat OPD, yang

dituangkan ke dalam tabel usulan program dan kegiatan tahun

berikutnya yang dituangkan kedalam Tabel T-C.32. dibawah ini :

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Depok
Nama Perangkat Daerah : Satpol
PP
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Catatan
Volume
(1) () (3) (4) (5) (6)
Penataan Gangguan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Pelayanan Trantibum akibat
1 KETENTERAMAN DAN Kota Depok Ketenteraman dan 100% pelanggaran perlu
KETERTIBAN UMUM Ketertiban Umum dilakukan dengan
melibatkan Dinas terkait
Penanganan Gangguan Tingkat penyelesaian Diperlukan pelibatan
Ketenteraman dan pelanggaran K3 Masyarakat yang
2 Ketertiban Umum dalam 1 | Kota Depok (Ketertiban, 100% dikoordinis oleh
(satu) Daerah Kententraman, Kecamatan/ Kelurahan
Kabupaten/Kota Keindahan) kepada Satpol PP
Diperlukan kerjasama
Penegakan Peraturan dengan Dinas Teknis
3 Daerah Kabupaten/Kota Kota Depok Persentase Pe.rda dan 100% TerkaTit perimg.ampu P.erda
dan Peraturan Perkada yang ditegakkan terkait perizinan, Pejabat
Bupati/Wali Kota PPNS, dan Aparat
Penegak Hukum
Pembinaan Penyidik Persentase Pol PP yang Sebagai upaya
4 Pegawai Negeri Sipil Kota Depok 100% peningkatan kualitas

(PPNS) Kabupaten/Kota

memiliki kualitas PPNS

SDM ASN
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3.1
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BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional adalah penelahaan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan

yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong

Praja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Depok mempunyai fungsi sebagai berikut:

Menyusun program, pelaksanaan ketentramanan dan ketertiban
umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah;

Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum di daerah;

Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah.

Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketentramanan dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan
Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian
Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur
lainnya;

Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota

sesuai dengan bidang tugasnya
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Untuk mendukung keselarasan arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Sub Urusan Penl:fl:;nttah Daerah Provinsi | Daerah Kab/Kota
Ketenteraman . Standarisasi a. Penanganan a. Penanganan

dan Ketertiban
Umum

tenaga Satpol
PP

. Penyelenggaraa

n Pendidikan
dan Pelatihan,
dan
Pengangkatan
PPNS
Penegakan
Perda

gangguan
ketenteraman

dan ketertiban
umum lintas
Daerah
kab/kota
dalam 1 (satu)
Daerah
Provinsi.

b. Penegakan
Perda dan
Pergub.

c. Pembinaan
PPNS Provinsi

gangguan
ketenteraman
dan ketertiban
umum lintas
Daerah
kab/kota.

. Penegakan

Perda dan
Peraturan
Bupati/Walikot
a.

. Pembinaan

PPNS
Kab/Kota

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan S5 (lima) tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi

harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program

dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karakteristik dari

tujuan adalah bersifat spesifik, terukur sehingga dapat diterima secara

realistis dalam jangka waktu yang jelas untuk penyelesaiannya. Sasaran
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merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan yang
berdasarkan kondisi realita dan harus dapat dituangkan dalam suatu
Indikator Kinerja secara nyata pada jangka waktu yang ditetapkan.
Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang
dijalankan dalam mencapai tujuan. Penetapan sasaran ini diperlukan
untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi
operasional sumber daya organisasi. Sasaran yang ditetapkan
sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan
demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai
diharapkan tujuan dapat terealisasi.

Tujuan dan sasaran Penyusunan Renja 2023 adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan
Pelayanan Publik yang Humanis, dengan sasaran : Meningkatnya
Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang
humanis.

2. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kota Depok Yang
Nyaman, Aman, dan Tertib; dengan sasaran : Meningkatnya
Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat serta Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan.

3.3 Program dan Kegiatan
Pada Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun
2023 dilakukan pemetaan berdasarkan hasil pemetaan dan pemutakhiran

sebagaimana disampaikan melalui Tabel T-C 33 dibawah ini :
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A. Program dan Kegiatan Satpol PP Kota Depok berdasarkan RKPD Tahun 2023.

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kota Depok

Nama OPD : 1.01.05.01. -SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman 1 dari 4

Kode

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Rencana Tahun 2023 (Tahun
Rencana)

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Catatan
Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

2

5

6

8

9

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

35,663,843,550

39,198,169,970

1.05

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

35,663,843,550

39,198,169,970
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SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA 35,663,843,550 39,198,169,970
PROGRAM
PEIIJVI;JII;ISJ:‘NN G Cakupan pelayanan | Kantor
: 0 o
1.05.01 PEMERINTAHAN penunI]):;gd:rusan S:i)tgol 100% 18,336,911,550 100% 20,138,544,770
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Persentase dokumen
Penganggaran, dan perencanaan Kantor
1.05.01.2.01 > e . > Satpol 100% 143,611,350 100% 162,091,350
Evaluasi Kinerja anggaran, dan PP
Perangkat Daerah evaluasi tepat waktu
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Kantor 3 dokumen 3 dokumen
1.05.01.2.01.01 | Perencanaan Perangkat Perencanaan Satpol (RENJA, (RENJA, 33,140,350
S Daerah Perangkat Daerah PP RENJA P, 28,640,350 RENJA P, s
& RENSTRA) RENSTRA)
. Jumlah Dokumen
Koordinasi dan RKA-SKPD dan
Penyusunan Laporan Lanoran Hasil Kantor
1.05.01.2.01.06 Capaian Kinerja dan poran t7d> Satpol 2 dokumen 2 dokumen 24,671,000
) S Koordinasi 20,171,000
Ikhtisar Realisasi PP
Kineria SKPD Penyusunan Dokumen
ca RKA-SKPD
5 laporan 5 laporan
Evaluasi Kineria Jumlah Laporan Kantor (LKIP, LKPJ, (LKIP, LKPJ,
1.05.01.2.01.07 Peranckat Daerjah Evaluasi Kinerja Satpol LPPD, SPM, 94.800.000 LPPD, SPM, 104,280,000
& Perangkat Daerah PP INDEKS OV INDEKS
TRANTIBUM) TRANTIBUM)
RENIJA 2023
Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kota Depok 57




Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok

- . Persentase
Administrasi administrasi Kantor
1.05.01.2.02 Keuangan Perangkat Satpol 100% 16,032,888,000 100% 17,600,000,000
keuangan tepat
Daerah PP
waktu
. . Jumlah Orang yang Kantor
Penyediaan Gaji dan . ..
1.05.01.2.02.01 Tunjangan ASN Mene.rlma Gaji dan Satpol | 95 orang/bulan 16,000,000,000 95 orang/bulan 17.600,000,000
Tunjangan ASN PP
Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Triwulanan/ 3 laporan 3 laporan
Penyusunan Laporan Semesteran SKPD dan | Kantor (EVALUASI (EVALUASI
1.05.01.2.02.07 Keuangan Laporan Koordinasi Satpol BULANAN, 32.888.000 BULANAN, 36,176,800
Bulanan/Triwulanan/ Penyusunan Laporan PP TRIWULAN, U TRIWULAN,
Semesteran SKPD Keuangan SEMESTER) SEMESTER)
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
Persentase
Administrasi Pemenuhan Kantor
1.05.01.2.05 Kepegawaian Pengurusan Satpol 100% 137,880,000 100% 151,668,000
Perangkat Daerah Administrasi PP
Kepegawaian
Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian | Kantor
1.05.01.2.05.02 Dinas Beserta Atribut Dinas beserta Atribut | Satpol 5 paket 5 paket 151,668,000
137,880,000
Kelengkapannya Kelengkapan PP
Persentase
Administrasi Umum penyediaan Kantor
1.05.01.2.06 s . . Satpol 100% 690,558,250 100% 759,614,075
Perangkat Daerah administrasi umum PP
perkantoran
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Penyediaan Komponen Jumlah paket
Instalasi Listrik/ Komponen Instalasi Kantolr K K
1.05.01.2.06.01 Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Satpo I paket 30,997,000 I paket 34,096,700
PP
Kantor Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan ;‘iﬁlliltlaiaé{:; Kantor
1.05.01.2.06.02 dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor Satpol 7 paket 121,813,000 7 paket 133,994,300
Kantor o PP
yang Disediakan
Jumlah Paket
1.05.01. Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Kantor
2.06.03 Rumah Tangga Tangga yang Satpol 2 paket 37,305,300 2 paket 41,035,830
oS PP
Disediakan
Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Kantor
1.05.01.2.06.04 Logistik Kantor Loglstlk Kgntor yang Satpol 12 paket 147,340,000 12 paket 162,074,000
Disediakan PP
Penyediaan Barang Jumlca}el tzs:zt d]zsrang Kantor
1.05.01.2.06.05 Cetakan dan Satpol 2 paket 2 paket 75,096,945
Penggandaan yang 68,269,950
Penggandaan T PP
Disediakan
Penyelenggaraan Rapat I{lel:lnylgl};: ;;é);rrair; Kantor
1.05.01.2.06.09 K%ﬁgi?f:;% Icg)nD Rapat Koordinasi dan Szglf))ol 175 laporan 189,840,000 175 laporan 208,824,000
Konsultasi SKPD
Jumlah Dokumen
Dukungan Pelaksanaan Dukungan
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Kantor
1.05.01.2.06.11 Berbasis Elektronik Pemerintahan Sei)tgol 1 dokumen 94,993,000 1 dokumen 104,492,300
pada SKPD Berbasis Elektronik
pada SKPD
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Pengadaan Barang
Milik Daerah Persentase barang Kantor
1.05.01.2.07 Penulntiang Urusan milik daerah dalam Satpol 100% 127,743,950 100% 140,518,345
Pemerintahan Daerah pelayanan PP
Perlunya
peningkatan
Jumlah Unit 1\?[?1?;3;1
Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas Kantor Sathol PP
1.05.01.2.07.02 | Dinas Operasional atau Operasional atau Satpol 2 unit (KR 2) 77 744.000 mglalui 2 unit (KR 2) 85,518,400
Lapangan Lapangan yang PP o bah
Disediakan penambanan
Kendaraan
Operasional
Lapangan
Perlunya
peningkatan
Sarpras
. Minimal
Jumlah Unit Peralatan | Kantor
1.05.01 Pengadaan Peralatan . . . Satpol PP .
2.07.06 dan Mesin Lainnya dan Mesm Lglnnya Satpol >0 unit 49,999,950 melalui >0 unit 54,999,945
yang Disediakan PP
penambahan
Kendaraan
Operasional
Lapangan
Pem;};:;&?;ig?lmng Persentase barang Kantor
1.05.01.2.09 . milik daerah kondisi | Satpol 100% 1,204,230,000 100% 1,324,653,000
Penunjang Urusan
. baik PP
Pemerintahan Daerah
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Penyedlaan Ja.sa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya . .
. . Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak, atau Lapangan yang Kantor
1.05.01.2.09.02 K(@lﬁgi::jl}g&;las Dipelihara dan Seggol 60 unit 1.157.770,000 60 unit 1,273,547,000
Operasional ata dibayarkan Pajak dan
p Lapangan . Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Kantor
1.05.01.2.09.06 dan Mesin Lainnya Mesin Lalr}nya yang Satpol 70 unit 46.460.,000 70 unit 51,106,000
Dipelihara PP
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase
Pelayanan Kota o o
1.05.02 Il)ffl\? %IETT%%%@% Ketenteraman dan Depok 62,11% 17,326,932,000 62,11% 19,059,625,200

UMUM Ketertiban Umum

Pégi;ii‘;in Tingkat penyelesaian

1.05.02.2.01 Ketenteraman dan pe(ll?;tgegri;l?:nm Kota 74,42% 74,42% 18,200,402,000
e Ketertiban Umum Kenten trama,n Depok nese 16,545,820,000 neve T
dalam 1 (satu) Daerah Keindahan) ’
Kabupaten/Kota
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Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Jumlah Kasus
Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

melalui Deteksi Dini yang Dicegah Melalui
dan Cegah Dini, Deteksi Dini dan Kota
1.05.02.2.01.01 Pembinaan dan Cegah Dini, Depok 12 kasus 94,180,000 12 kasus 103,598,000
Penyuluhan, Pembinaan dan
Pelaksanaan Patroli, Penyuluhan,
Pengamanan, dan Pelaksanaan Patroli,
Pengawalan Pengamanan,
dan Pengawalan
Jumlah Kasus
Penindakan atas Gangguan
Ketenteraman dan
Gangguan Ketenteraman .
. Ketertiban Umum
dan Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda da berdasarkan Perda Kot
1.05.02.2.01.02 an S dan Perkada Melalui o 20 kasus 20 kasus 240,119,000
Perkada melalui . Depok 218,290,000
. Penertiban dan
Penertiban dan .
. Penanganan Unjuk
Penanganan Unjuk Rasa
dan Kerusuhan Massa Rasa dan Kerusuhan
Massa yang Dilakukan
Penindakan
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Jumlah Dokumen
Koordinasi Hasil Pelaksanaan
Penyelenggaraan Koordinasi
Ketentraman dan Penyelenggaraan Kot
1.05.02.2.01.03 | Ketertiban Umum serta Ketenteraman, ota 52 dokumen 52 dokumen 158,521,000
: . Depok 144,110,000
Perlindungan Ketertiban Umum dan
Masyarakat Tingkat Perlindungan
Kabupaten/Kota Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Pemberdayaan Koordinasi
Perlindungan Penyelenggaraan Kota
1.05.02.2.01.04 Masyarakat dalam Ketenteraman, Depok 51 dokumen 7.639.970.000 51 dokumen 2,903,967,000
rangka Ketentraman dan | Ketertiban Umum dan p A
Ketertiban Umum Perlindungan
Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapas.lt.as Jumlah SDM Satuan
SDM Satuan Polisi . .
Pamongpraja dan Satuan Polisi Pamongpraja 457 Orang 457 Orang
Perlindungan dan Satuan Kota (Satgas Pol PP (Satgas Pol PP
i + +
105.02.2.01.05 |\ po cvarakat termasuk Perlindungan Depok | 2>70r8 200 15 305 020,000 2570rg +200 14 256 922 000
Masyarakat yang org peserta di 4 org peserta di 4
dalam Pelaksanaan 2. . .
Ditingkatkan Pelatihan) Pelatihan)
Tugas yang Bernuansa Kanpasitasanya
Hak Asasi Manusia P Y
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Kerjasama antar Jumlah Dokumen
Lembaga dan Kemitraan Hasil Pelaksanaan
dalam Teknik Kerja Sama antar Kot
1.05.02.2.01.07 Pencegahan dan Lembaga dan o 12 dokumen 12 dokumen 73,975,000
: Depok 67,250,000
Penanganan Gangguan Kemitraan
Ketentraman dan dalam Teknik
Ketertiban Umum Pencegahan Kejahatan
Jumlah Dokumen SOP
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan
1.05.02.201.08 | Ketertiban Umum dan Ketenteraman Kota 1 dokumen 100,200,000 I dokumen 110,220,000
Ketenteraman Masyarakat yang Depok
Masyarakat Telah Dibuat dan
Dimutakhirkan
Penyediaan Layanan Jumlgh Laporan
dalam rangka Dampak Penyediaan Layanan Kota
1.05.02.2.01.10 Dampak Penegakan 1 laporan 1 laporan 110,220,000
Penegakan Peraturan Depok 100,200,000
Perda dan Perkada
Daerah dan Perkada .
yang Terlayani
Penegakan Peraturan
Daerah Persentase Kota
1.05.02.2.02 Kabupaten/Kota dan 89,44% 616,487,000 89.,44% 678,135,700
. . Penegakan Perda Depok
Peraturan Bupati/Wali
Kota
Jumlah Laporan Hasil
C e Pelaksanaan
Sosialisasi Penegakan e
Peraturan Daerah dan Sosialisasi Pencgakan Kota
1.05.02.2.02.01 . .| Perda/Perkada kepada 12 laporan 12 laporan 175,120,000
Peraturan Bupati/Wali Depok 159,200,000
Kota Masyarakat/Kelompok
Masyarakat/Pelaku
Usaha
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Jumlah Laporan Hasil

Pelaksanaan
Pengawasan atas Pengawasan yang
Kepatuhan terhadap .
1.05.02.2.02.02 | Pelaksanaan Peraturan Dilakukan Terhadap Kota 18 laporan 18 laporan 142,824,000
Kepatuhan Terhadap Depok 129,840,000
Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Penanganan atas
Pelanggaran Peraturan Penanganan Atas Kota
1.05.02.2.02.03 Daerah dan Peraturan Pelanggaran Peraturan Depok 48 laporan 327,447,000 48 laporan 360,191,700
. . Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
Gubernur yang Dapat
Ditangani Sesuai SOP
Fentinaan PR | sumah porpesane |,
1.05.02.2.03 g gert Sip memiliki kualitas 85 orang 64,425,000 85 orang 70,867,500
(PPNS) PPNS Depok
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas
Pejabat PPNS dalam
Pengembangan Mendukung Kota
1.05.02.2.03.01 Kapasitas dan Karier Penyelenggaraan Depok 1 laporan 64.425.000 1 laporan 70,867,500
PPNS Ketertiban Umum dan p T
Ketenteraman
Masyarakat serta
Penegakan Perda dan
Perkada
TOTAL 35,663,843,550 39,198,169,970
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RANCANGAN AWAL RENJA 2023 SEBELUM PENGINPUTAN SIPD TAHUN 2023 :

No

Misi/Sasaran/Program/Kegiatan/
Sub Kegiatan/Detail Kegiatan

Indikator Kinerja
Misi/Sasaran/Program/Kegiatan/
Sub Kegiatan/Detail Kegiatan

Target Kinerja 2023

Volume

Satuan

Pagu (Rp)

Keterangan

2

3

4

5

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN

36,287,907,188

Misi Ke-2 RPJMD :
MENINGKATKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK YANG
MODERN DAN PARTISIPATIF

18,500,957,188

Tujuan : Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang
Akuntabel dan Pelayanan Publik
yang Humanis

Tingkat Akuntabilitas Kinerja
Satpol PP

85

%

18,500,957,188

Sasaran : Meningkatnya Tata
Kelola Pemerintahan yang
Akuntabel dan Pelayanan Publik
yang humanis

Nilai SAKIP Satpol PP

70

Nilai

18,500,957,188
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Cakupan pelayanan penunjang

URUSAN PEMERINTAHAN urusan Pemda 100 % 18,500,957,188
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, Persentase dokumen
dan Evaluasi Kinerja Perangkat perencanaan, anggaran, dan 100 % 145,000,000
Daerah evaluasi tepat waktu
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan 3 Dokumen 45,000,000 RENJA, RENJA P, RENSTRA
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi 2 Dokumen 30,000,000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja LKIP, LKPJ, LPPD, SPM, KAJIAN INDEKS
Daerah Perangkat Daerah > laporan 70,000,000 TRANTIBUM
Administrasi Keuangan Persentase administrasi 0
Perangkat Daerah keuangan tepat waktu 100 % 16,045,000,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima orang/
ASN Gaji dan Tunjangan ASN % bulan 16,000,000,000
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Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan

EVALUASI BULANAN, TRIWULAN,

Bulanan/Triwulanan/ Koordinasi Penyusunan Laporan 3 laporan 45,000,000 SEMESTER
Semesteran SKPD Keuangan Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Persentase Pemenuhan
Peg Pengurusan Administrasi 100 % 500,000,000
Perangkat Daerah .
Kepegawaian
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas PDL, PDH, PDU, PDKS I, SERAGAM
. beserta Atribut 5 Paket 500,000,000
Beserta Atribut Kelengkapannya PPNS
Kelengkapan
Admini i P k P i
dministrasi Umum Perangkat _ e_rsent.ase penyediaan 100 % 828,000,000
Daerah administrasi umum perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah paket Komponen
Listrik/ Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket 31,000,000
Kantor Bangunan Kantor
penvediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
¥ Perlengkapan Kantor yang 7 Paket 200,000,000
Perlengkapan Kantor R
Disediakan
penvediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tany ) Tangga yang 2 Paket 50,000,000
g8 Disediakan
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Penyediaan Bahan Logistik

Jumlah Paket Bahan Logistik

10 Kantor Kantor yang Disediakan 12 Paket 172,000,000
. Jumlah Paket Barang Cetakan
B
11 Penyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan yang 2 Paket 80,000,000
Penggandaan RSN
Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan
12 Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pgnye!enggaraan Rap.at 175 laporan 200,000,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumls:lizlg:ranaennsli);:l;rnngan
13 | Pemerintahan Berbasis ) . 1 dokumen 95,000,000
Elektronik pada SKPD Pemerintahan Berbasis
P Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah -
Penunjang Urusan Persentase bar_ar_mg n:"hk daerah 100 % 130,000,000 | Perlu penambahan Sarpras Satpol PP
. kondisi baik
Pemerintahan Daerah
Peneadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas
14 g . Operasional atau Lapangan yang 2 unit 80,000,000 2 UNIT KENDARAAN RODA DUA
Operasional atau Lapangan -
Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin BERUPA PERALATAN SEKRETARIAT,
15 Laingn 3 Lainnya yang 50 unit 50,000,000 DAN PERALATAN PERLENGKAPAN
4 Disediakan PENERTIBAN
Pemeliharaan Barang Milik -
Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah | % 852,957,188
. kondisi baik
Pemerintahan Daerah
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Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Operasional atau Lapangan yang .

1 2,957,1

6 Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak 60 unit 802,957,188

Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin

17 . . Lainnya yang 70 unit 50,000,000
Mesin Lainnya L

Dipelihara
Misi Ke-5 RPJMD :
MEWUJUDKAN KOTA YANG
SEHAT, AMAN, TERTIB, DAN 17,786,950,000
NYAMAN
Tujuan : Mewujudkan Kualitas
Kehidupan Masyarakat Kota Indeks Ketenteraman dan
Depok Yang Nyaman, Aman,dan Ketertiban Umum 75,33 Angla 17,786,950,000
Tertib
Sasaran : Meningkatnya
Ketertiban dan Ketenteraman Persentase C'apalan SPM 74,90 % 17,786,950,000
Masyarakat serta Keamanan Trantibum
dan Kenyamanan Lingkungan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Pelayanan
KETENTERAMAN DAN Ketenteraman dan Ketertiban 62,11 % 17,786,950,000
KETERTIBAN UMUM Umum
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Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban

Tingkat penyelesaian

H [V)
Umumdolam () Do | ST e, | 742 | % tesessoom
Kabupaten/Kota !
Pencegahan Gan an Ketj:r:?tlearzﬁ:;ucjaGnaI?g:geur?ilan 12 KASUS didapat dari PELAKSANAAN
Ketenferaman dagnguKetertiban Umum yang Dicegah Melalui DETEKSI DINI DAN CEGAH DIN,
Umum melalui Deteksi Dini dan Deteksinirﬁ dan zcée ah Dini PEMBINAAN DAN PENYULUHAN,
18 .. . . & ! 12 kasus 100,000,000 PELAKSANAAN PATROLI (30 Regu
Cegah Dini, Pembinaan dan Pembinaan dan Penyuluhan, e
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pelaksanaan Patroli Patroli 24 jam), PELAYANAN
Penyamana; dan Pengawalan ' Pengamanan ’ PANGADUAN, PENGAMANAN DAN
g ’ g 8 ’ PENGAWALAN
dan Pengawalan
RINCIAN 20 KASUS, DIDAPAT DARI
:Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan
Penindakan atas Gangguan Jumlah Kasus Ganggua'n Traqtlbum Qalam Kab/Kota yang
. Ketenteraman dan Ketertiban ditangani : 5 LOKASIJumlah
Ketenteraman dan Ketertiban . .
Umum Berdasarkan Perda dan Umum berdasarkan Perda dan Pelanggaran K3 yang diselesaikan DAN
19 Perkada Melalui Penertiban dan 20 kasus 200,000,000 Jumlah Pengamanan Pasca

Perkada melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa

Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa yang
Dilakukan Penindakan

Penyelesaian Pelanggaran K3 : 5
LOKASIJumlah Pelanggaran K3 yang
dilaporkan Masyarakat dan
Teridentifikasi oleh Satpol PP : 10
PENGADUAN
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20

Koordinasi Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Koordinasi
Penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

52

dokumen

150,000,000

RINCIAN 52 DOKUMEN, TERDIRI DARI :
Jumlah Demo : 20
Jumlah Gelar Pasukan Satpol PP : 1
Gelar Pasukan
Jumlah Pengamanan dan Pengawalan
: 20 pamwal
Jumlah Pengamanan dan Pengawasan
PEMILU : 1 Laporan dari 11 Kecamatan

Kabupaten/Kota Tingkat
Kabupaten/Kota Perlu Penambahan Anggaran
Monitoring Wilayah (MONWIL) oleh
Satpol PP dalam rangka Pemilu 2023
RENJA 2023
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Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Koordinasi
Penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota

51

dokumen

2,957,950,000

RINCIAN 51 DOKUMEN, TERDIRI DARI
:Cakupan petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas) : 22% dari 12
laporan pada setiap bulanJumlah
Pengamanan Hari Raya : 2
MomentumJumlah Petugas Linmas
dalam 1 wilayah kerja Kab/Kota : 1
laporan (laporan ketersediaan
Satlinmas 630 orang/tahun)Jumlah RT
yang dilakukan pengawasan dan
pengamanan oleh Petugas Linmas : 12
laporan (yang didapat dari 2300 RT
yang diawasi Satlinmas pada setiap
bulan)Jumlah Pelatihan Kemahiran
Satlinmas : 2 PelatihanJumlah
Monitoring Satgas Linmas : 11
LokasiJumlah Pengamanan WILAYAH
(PAMYAH) PEMILU oleh Satlinmas : 11
KecamatanPerlu Penambahan
anggaran Pengamanan Wilayah
(PAMYAH) oleh Satlinmas dalam
rangka Pemilu 2023
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Peningkatan Kapasitas SDM
Satuan Polisi Pamongpraja dan
Satuan Perlindungan Masyarakat

Jumlah SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan

RINCIAN 457 ORANG, TERDIRI DARI :
Jumlah Satgas Pol PP : 257 orang

22 457 13,4
termasuk dalam Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat yang > Orang 3,400,000,000 Jumlah Pelatihan Kemahiran Satpol PP
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Ditingkatkan Kapasitasanya : 4 Pelatihan (1 Pelatihan/50 orang)
Manusia
Kerjasama antar Lembaga dan Jumlah Dokumen Hasil
Kemitraan dalam Teknik Pelaksanaan Kerja Sama antar RINCIAN 12 DOKUMEN, TERDIRI DARI :
23 | Pencegahan dan Penanganan Lembaga dan Kemitraan 12 80,000,000 | didapat dari Jumlah Rakor Trantibum :
. dokumen
Gangguan Ketentraman dan dalam Teknik Pencegahan 12 Rakor
Ketertiban Umum Kejahatan
RINCIANNYA 1 LAPORAN : didapat dari
. pencapaian indikator SPM Trantibum
. Jumlah Laporan Penyediaan )
Penyediaan Layanan dalam Lavanan Dampak Penegakan yakni Jumlah warga negara yang
24 | rangka Dampak Penegakan y P & 1 laporan 100,000,000 memperoleh layanan akibat dari
Perda dan Perkada yang
Peraturan Daerah dan Perkada Terlavani penegakan hukum Perda dan Perkada
y di Kab/Kota : 100% (100% = 0 orang;
penilaian terbalik)
Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan Persentase Penegakan Perda 89,44 % 723,000,000

Bupati/Wali Kota
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Jumlah Laporan Hasil

RINCIAN 12 LAPORAN, TERDIRI DARI :
Jumlah lokasi Sosialisasi dan Perkada :

o e 10 Lokasi
Sosialisasi Penegakan Peraturan Pelaksanaan Sosialisasi Jumlah Perda vane disosialisasikan : 1
25 | Daerah dan Peraturan Penegakan Perda/Perkada 12 laporan 200,000,000 yLapgoran )
Bupati/Wali Kota ke;l:/la:: x:iﬁ/rszfilesamh?k Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
y Sosialisasi Perda/Perkada : 1 Laporan
(sebanyak 4 jenis)
Jumlah Laporan Hasil RINCIAN 18 LAPORAN, TERDIRI DARI :
Pengawasan atas Kepatuhan Pelaksanaan Pengawasan yang Jumlah Rakor Pengawasan
terhadap Pelaksanaan Peraturan Dilakukan Terhadap Kepatuhan Perda/Perkada : 6 Rakor
26 Daerah dan Peraturan Terhadap Pelaksanaan Peraturan 18 laporan 150,000,000 Jumlah Pelanggaran Perda dan Jumlah
Bupati/Wali Kota Daerah dan Peraturan Penyelesaian Penegakan Perda : 12
Bupati/Wali Kota Kasus
RINCIAN 48 LAPORAN, TERDIRI DARI :
Jumiah Laporan Pelaksanaan Jumlah Pemusnahan Barang Bukti : 2
Momentum
Penanganan atas Pelanggaran Penanganan Atas Pelanggaran Jumlah Sidane Tipiring : 20 Tivirin
27 | Peraturan Daerah dan Peraturan | Peraturan Daerah dan Peraturan 48 laporan 373,000,000 g 11pIring - pIring

Bupati/Wali Kota

Gubernur yang Dapat Ditangani
Sesuai SOP

Jumlah Penyidikan Kasus Pelanggaran
Perda : 25 Kasus
Jumlah Perda dan Perkada yang
ditegakkan : 1 Laporan
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Pembinaan Penyidik Pegawai

Jumlah Pol PP yang memiliki

Negeri Sipil (PPNS) kualitas PPNS 85 orang 76,000,000
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Peningkatan
Pengembangan Kapasitas dan Kapasitas Pejabat PPNS dalam RINCIAN 1 LAPORAN :
28 Karier PPNS Mendukung Penyelenggaraan 1 laporan 76,000,000 Jumlah Pelatihan Kemahiran Pejabat
Ketertiban Umum dan PPNS : 1 Pelatihan
Ketenteraman Masyarakat serta
Penegakan Perda dan Perkada
TOTAL RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023 36,287,907,188
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RANCANGAN AWAL RENJA 2023 SETELAH PENGURANGAN ANGGARAN DI APLIKASI SIPD :

. Ind|.ktator Kinerja Target Kinerja 2023
Misi/Sasaran/Program/ Misi/Sasaran/ Pacu SIPD awal Update
No Kegiatan/ Sub Kegiatan/Detail | Program/Kegiatan/ & (Rp) Pengurangan di (+/-) Keterangan
Kegiatan Sub Kegiatan/Detail P SIPD (Rp)
. Volume Satuan
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA 36,287,907,150 | 35,663,843,550 | (624,063,600)
PERLINDUNGAN
Misi Ke-2 RPJMD :
MENINGKATKAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK YANG 18,766,761,850 | 18,336,911,550 | (429,850,300)
MODERN DAN PARTISIPATIF
Tujuan : Mewujudkan Tata .
. Tingkat
Kelola Pemerintahan yang .
Akuntabilitas 85 %
Akuntabel dan Pelayanan L. 18,766,761,850 | 18,336,911,550 | (429,850,300)
. . Kinerja Satpol PP
Publik yang Humanis
Sasaran : Meningkatnya Tata
Kelola Pemerintahan yang Nilai SAKIP Satpol 70 Nilai
Akuntabel dan Pelayanan PP 18,766,761,850 | 18,336,911,550 | (429,850,300)
Publik yang humanis
RENJA 2023
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PROGRAM PENUNJANG Cakupan pelayanan
URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan 100 %
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemda 18,766,761,850 | 18,336,911,550 | (429,850,300)
Persentase
dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja perencanaan, 100 %
anggaran, dan 174,998,700 143,611,350 (31,387,350)
Perangkat Daerah .
evaluasi tepat
waktu
rerencanaan perangiat | perencansan | 3| pokumen RENIA, RENJAP,
& 44,999,700 28,640,350 (16,359,350) RENSTRA
Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Hasil
Laporan Capaian Kinerja dan Koordinasi 2 Dokumen
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan 29,999,000 20,171,000 (9,828,000)
Dokumen RKA-
SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan LKIP, LKPJ, LPPD, SPM,
Evaluasi Kinerja 5 laporan KAJIAN INDEKS
Daerah Perangkat Daerah 100,000,000 94,800,000 (5,200,000) TRANTIBUM
Persentase
Administrasi Keuangan administrasi 100 %
Perangkat Daerah keuangan tepat ? 16,044,984,000 | 16,032,888,000 (12,096,000)
waktu
RENJA 2023
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Jumlah O
Penyediaan Gaji dan I\L/jlr:n?erim;agi'ingr% 95 orang/
Tunjangan ASN . J bulan 16,000,000,000 | 16,000,000,000 -
Tunjangan ASN
Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Ser;:stfaragr?;PD
Laporan Keuangan Koord?nasi 3 laboran EVALUASI BULANAN,
Bulanan/Triwulanan/ P 44,984,000 32,888,000 (12,096,000) TRIWULAN, SEMESTER
Penyusunan
Semesteran SKPD
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulana
n/ Semesteran
SKPD
Persentase
. . . . Pemenuhan
Administrasi Kepegawaian Pengurusan 100 %
Perangkat Daerah g . . ? 450,594,000 137,880,000 (312,714,000)
Administrasi
Kepegawaian
. . Jumlah Paket
Pe”gaB‘laSZ:t:aAliar;gztDmas Pakaian Dinas : okt PDL, PDH, PDU, PDKS |,
beserta Atribut 450,594,000 137,880,000 (312,714,000) SERAGAM PPNS
Kelengkapannya
Kelengkapan
Persentase
Administrasi Umum Perangkat penyediaan 100 %
Daerah administrasi umum ? 762,131,200 690,558,250 (71,572,950)
perkantoran
RENJA 2023
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. Jumlah paket
Penyediaan Komponen .
7 Instalasi Listrik/ Penerangan Komponen Instalasi 1 Paket
& Listrik/Penerangan 30,997,000 30,997,000 -
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
Jumlah Paket
P
3 Penyediaan Peralatan dan PZ:?elitakr;dzg 7 Paket
Perlengkapan Kantor gkap 136,687,000 121,813,000 (14,874,000)
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
9 Penyediaan Peralatan Rumah Peralatan Rumah 5 Paket
Tangga Tangga yang 37,305,300 37,305,300 -
Disediakan
Jumlah Paket Bah
10 Penyediaan Bahan Logistik Ll;rr:se']cik K;:‘anetoraain 12 Paket
Kantor 8 . yang 172,000,000 147,340,000 (24,660,000)
Disediakan
Jumlah Paket
11 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan dan ) Paket
dan Penggandaan Penggandaan yang 79,999,900 68,269,950 (11,729,950)
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan
12 Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordlna§| 175 laporan 210,147,000 189,840,000 (20,307,000)
SKPD dan Konsultasi
SKPD
RENJA 2023
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Jumlah Dokumen
Dukungan Pelaksanaan Sistem Dukungar?
13 Pemerintahan Berbasis Pelaksanaan Sistem 1 dokumen
. Pemerintahan 94,995,000 94,993,000 (2,000)
Elektronik pada SKPD . .
Berbasis Elektronik
pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Persentase barang
Daerah Penunjang Urusan milik daerah 100 % Perlu penambahan
Pemerintahan Daerah kondisi baik 129,823,950 127,743,950 (2,080,000) Sarpras Satpol PP
Jumlah Unit
Di
14 Pengadaan Kendaraan Dinas (I;er:::;a\:nnal ;::3 5 unit 2 UNIT KENDARAAN
Operasional atau Lapangan P 79,824,000 77,744,000 (2,080,000) RODA DUA
Lapangan yang
Disediakan
Jumlah Unit BERUPA PERALATAN
Pengadaan Peralatan dan Peralatan dan SEKRETARIAT, DAN
15 . . . . 50 unit PERALATAN
Mesin Lainnya Mesg\i::g:;z:nyang 49,999,950 49,999,950 - PERLENGKAPAN
PENERTIBAN
Pemeliharaan Barang Milik Persentase barang
. o o
Daerah F:enunjang Urusan milik 'd.aera.h 100 % 1,204,230,000 1,204,230,000 i
Pemerintahan Daerah kondisi baik
Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Dinas Operasional
16 Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan | atau Lapangan yang 60 unit
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan 1,157,770,000 1,157,770,000 -
Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya
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Jumlah Peralatan
17 Pemeliharaan Peralatan dan dan Mesin Lainnya 70 unit
Mesin Lainnya yang 46,460,000 46,460,000 -
Dipelihara
Misi Ke-5 RPJMD :
MEWUJUDKAN KOTA YANG
SEHAT, AMAN, TERTIB, DAN 17,521,145,300 17,326,932,000 (194,213,300)
NYAMAN
Tujuan : Mewujudkan Kualitas
Kehidupan Masyarakat Kota Indeks
K 7 Angk
Depok Yang Nyaman, etenteramandan | 75,33 NEXa | 17,521,145,300 | 17,326,932,000 | (194,213,300)
. Ketertiban Umum
Aman,dan Tertib
Sasaran : Meningkatnya
Ketertiban dan Ketenteraman | Persentase Capaian 24.90 %
Masyarakat serta Keamanan SPM Trantibum ! ? 17,521,145,300 17,326,932,000 (194,213,300)
dan Kenyamanan Lingkungan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase
KETENTERAMAN DAN Pelayanan 62,11 %
’ (]
KETERTIBAN UMUM Ketent.eraman dan 17,521,145,300 | 17,326,932,000 (194,213,300)
Ketertiban Umum
Tingkat
Penanganan Gangguan penyelesaian
Ketenteraman dan Ketertiban pelanggaran K3 7442 %
Umum dalam 1 (satu) Daerah (Ketertiban, ! ? 16,722,149,500 | 16,646,020,000 (76,129,500)
Kabupaten/Kota Kententraman,
Keindahan)
RENIJA 2023
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18

Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum melalui Deteksi Dini
dan Cegah Dini, Pembinaan
dan Penyuluhan, Pelaksanaan
Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan

Jumlah Kasus
Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
yang Dicegah
Melalui Deteksi Dini
dan Cegah Dini,
Pembinaan dan
Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan,
dan Pengawalan

12

kasus

100,000,200

94,180,000

(5,820,200)

12 KASUS didapat dari
PELAKSANAAN DETEKSI
DINI DAN CEGAH DINI,
PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN,
PELAKSANAAN PATROLI
(30 Regu Patroli 24 jam),
PELAYANAN
PANGADUAN,
PENGAMANAN DAN
PENGAWALAN
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Penindakan atas Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Berdasarkan Perda dan

Jumlah Kasus
Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
berdasarkan Perda
dan Perkada

RINCIAN 20 KASUS,
DIDAPAT DARI :Jumlah
Pelanggaran dan
Pengaduan Trantibum
dalam Kab/Kota yang
ditangani: 5
LOKASHIJumlah
Pelanggaran K3 yang
diselesaikan DAN

191 perkada melalui Penertiban | Melalui Penertiban 20 kasus 222,035,000 218,290,000 (3,745,000) Jumlah Pengamanan
dan Penanganan Unjuk Rasa dan Penanganan Pasca Penyelesaian
dan Kerusuhan Massa Unjuk Rasa dan Pelanggaran K3 : 5
Kerusuhan Massa LOKASlJumlah
yang Dilakukan Pelanggaran K3 yang
Penindakan dilaporkan Masyarakat
dan Teridentifikasi oleh
Satpol PP : 10
PENGADUAN
RENIJA 2023
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RINCIAN 52 DOKUMEN,
TERDIRI DARI :
Jumlah Demo : 20
Jumlah Gelar Pasukan
Satpol PP : 1 Gelar
Jumlah Dokumen Pasukan
Hasil Pelaksanaan Jumlah Pengamanan
Koordinasi Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengawalan : 20
Ketentraman dan Ketertiban Penyelenggaraan pamwal
20 Umum serta Perl'lndungan Ketel"lteraman, 52 dokumen 149,999,900 144,110,000 (5,889,900) Jumlah Pengamanan
Masyarakat Tingkat Ketertiban Umum dan Pengawasan
Kabupaten/Kota dan Perlindungan PEMILU : 1 Laporan dari
Masyarakat Tingkat 11 Kecamatan
Kabupaten/Kota
Perlu Penambahan
Anggaran Monitoring
Wilayah (MONWIL) oleh
Satpol PP dalam rangka
Pemilu 2023
RENJA 2023
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Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan

RINCIAN 51 DOKUMEN,
TERDIRI DARI :Cakupan
petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas) : 22%
dari 12 laporan pada setiap
bulanJumlah Pengamanan
Hari Raya : 2
MomentumJumlah Petugas
Linmas dalam 1 wilayah kerja
Kab/Kota : 1 laporan (laporan
ketersediaan Satlinmas 630
orang/tahun)lumlah RT yang

Pemberdayaan Perlindungan p Ko<|)rd|na5| dilakukan pengawasan dan
51 Masyarakat dalam rangka Enye enggaraan 51 dok ﬁ’_?ngamarl‘gr; oleh Petugas
Ketentraman dan Ketertiban Kegﬁc?gzaam::’m OKUMEN | 2,669,914,500 | 2,639,970,000 | (29,984,500) | g qori a0 Rt
Umum dan Perlindungan diawasi Satlinmas pada setiap
. bulan)Jumlah Pelatihan
Masyarakat Tingkat Kemahiran Satlinmas : 2
Kabupaten/Kota PelatihanJumlah Monitoring
Satgas Linmas : 11
LokasiJumlah Pengamanan
WILAYAH (PAMYAH) PEMILU
oleh Satlinmas : 11
KecamatanPerlu Penambahan
anggaran Pengamanan
Wilayah (PAMYAH) oleh
Satlinmas dalam rangka
Pemilu 2023
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Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
RINCIAN 457 ORANG,
Peningkatan Kapasitas SDM | JumIan SDM Satuan TERDIRI DARI :
. . Polisi Pamongpraja
Satuan Polisi Pamongpraja dan Jumlah Satgas Pol PP :
. dan Satuan
99 Satuan Perlindungan perlindunean 457 Oran 257 orang
Masyarakat termasuk dalam & g 13,399,999,900 | 13,382,020,000 (17,979,900) Jumlah Pelatihan
Masyarakat yang .
Pelaksanaan Tugas yang Ditinekatkan Kemabhiran Satpol PP : 4
Bernuansa Hak Asasi Manusia Ka asgitasan 3 Pelatihan (1
P 4 Pelatihan/50 orang)
Jumlah Dokumen
Kerjasar"na antar Lembaga' dan Has!l Pelaksanaan RINCIAN 12 DOKUMEN,
Kemitraan dalam Teknik Kerja Sama antar .
23 | Pencegahan dan Penanganan Lembaga dan 12 dokumen TERDIRI DARI :didapat
& & nbag 80,000,000 67,250,000 (12,750,000) dari Jumlah Rakor
Gangguan Ketentraman dan Kemitraandalam Trantibum : 12 Rakor
Ketertiban Umum Teknik Pencegahan ’
Kejahatan
RINCIANNYA 1 LAPORAN
didapat dari pencapaian
Jumlah Laporan indikator SPM
Penyediaan Layanan dalam Penyediaan Trantibum yakni Jumlah
24 rangka Dampak Penegakan Layanan Dampak 1 laporan \warga hegara yang
& P g Penegakan Perda P 100,200,000 100,200,000 - memperoleh layanan
Peraturan Daerah dan Perkada . .
dan Perkada yang akibat dari penegakan
Terlayani hukum Perda dan
Perkada di Kab/Kota :
100% (100% = 0 orang;
penilaian terbalik)
RENJA 2023
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Penegakan Peraturan Daerah Persentase
Kab ten/Kota d 89,44 °
abupaten/Kota dan Penegakan Perda % 722,999,900 616,487,000 (106,512,900)
Peraturan Bupati/Wali Kota
RINCIAN 12 LAPORAN,
Jumlah Laporan TERDIRI DARI :
Hasil Pelaksanaan Jumlah lokasi Sosialisasi
Sosialisasi dan Perkada : 10 Lokasi
Sosialisasi Penegakan Penegakan JL!mIa-h !Jert?la yang
55 Peraturan Daerah dan Perda/Perkada 12 lanoran disosialisasikan : 1
) . kepada P 199,999,900 159,200,000 (40,799,900) Laporan
Peraturan Bupati/Wali Kota
Masyarakat/ Jumlah Peralatan dan
Kelompok Perlengkapan Sosialisasi
Masyarakat/Pelaku Perda/Perkada: 1
Usaha Laporan (sebanyak 4
jenis)
Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan RINCIAN 18 LAPORAN,
Pengawasan yang TERDIRI DARI :
lah Rak
Pengawasan atas Kepatuhan | Dilakukan Terhadap Jumlah Rakor
terhadap Pelaksanaan Kepatuhan Pengawasan
26 18 I Perda/Perkada : 6 Rak
Peraturan Daerah dan Terhadap aporan 1 150,000,000 129,840,000 (20,160,000) erda/Perkada : 6 Rakor
. . Jumlah Pelanggaran
Peraturan Bupati/Wali Kota Pelaksanaan
Perda dan Jumlah
Peraturan Daerah .
Penyelesaian Penegakan
dan Peraturan Perda : 12 Kasus
Bupati/Wali Kota )
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Penanganan atas Pelanggaran
27 Peraturan Daerah dan

Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Penanganan Atas
Pelanggaran

RINCIAN 48 LAPORAN,
TERDIRI DARI :Jumlah
Pemusnahan Barang
Bukti : 2
MomentumJumlah

Peraturan Daerah 48 laporan Sidang Tipiring : 20
. . b 373,000,000 327,447,000 (45,553,000) Tipiringlumlah
Peraturan Bupati/Wali Kota dan Peraturan .
Penyidikan Kasus
Gubernur yang
. . Pelanggaran Perda : 25
Dapat Ditangani
. KasusJumlah Perda dan
Sesuai SOP
Perkada yang
ditegakkan : 1 Laporan
Pembinaan Penyidik Pegawai | Jumlah Pol PP yang
Negeri Sipil (PPNS) memiliki kualitas 85 orang
Kabupaten/Kota PPNS 75,995,900 64,425,000 (11,570,900)
Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan
Peningkatan
Kapasitas Pejabat
PPNS dalam RINCIAN 1 LAPORAN :
)8 Pengembangan Kapasitas dan Mendukung 1 lanoran Jumlah Pelatihan
Karier PPNS Penyelenggaraan P 75,995,900 64,425,000 (11,570,900) Kemahiran Pejabat
Ketertiban Umum PPNS : 1 Pelatihan
dan Ketenteraman
Masyarakat serta
Penegakan Perda
dan Perkada
TOTAL RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023 36,287,907,150 | 35,663,843,550 (624,063,600)
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK

Program dan Kegiatan
Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Depok Tahun 2021-2026 mengacu kepada arahan Rencana
pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Depok Tahun 2006-
2025 untuk pembangunan daerah tahap kedua. Perumusan visi dan misi
ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang
berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan
akan berlaku.
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan
dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya
yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Depok tahun
2021-2026 yang hendak dicapai adalah :
“KOTA DEPOK YANG MAJU BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”

Maju didefinisikan sebagai: Dengan berbagai capaian Pembangunan
Infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada
periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha
untuk menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan
infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta
memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan
keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola

Pemerintahan dan pelayanan publik dengandukungan SDM aparatur
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dan sistem pelayanan yang modern akan berdampak positif pada
peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan
kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan

pelayanan masyarakat diberbagai bidang.

Berbudaya, didefinisikan sebagai: Dalam rangka menjaga
kesinambungan pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang
berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek
pendidikan dan pembangunan masyarakat didorong untuk terwujudnya
masyarakat Depok yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai nilai
keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Kesatuan elemen ini
diharapkan dapat menjadi dasar pengokohan dan penguatan modal

sosial di Kota Depok.

Sejahtera, didefinisikan sebagai: Kesejahteraan yang ingin diwujudkan
adalah kesejahteraan lahir dan batin yang meliputi berbagai aspek tidak
hanya dalam konteks materi melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.
Kesejahteraan dalam arti keseimbangan, kemandirian serta peningkatan
daya saing, dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok termasuk
kaitannya Dimensi kualitas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan
ketertiban masyarakat. Keterpaduan antara dimensi terebut diharapkan
melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan
yang tinggi bagi warga Depok untuk melahirkan masa depan yang cerah,

adil, makmur dan sejahtera.

Sebagai penjabaran visi Kota Depok diatas disusunlah misi

pembangunan Kota Depok 2021-2026 dalam rangka mewujudkan visi
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“Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera” dengan rincian

sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan
berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang
modern dan partisipatif.
3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis
kebhinekaan dan ketahanan keluarga.
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya
saing.
5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.
Dibawah ini adalah tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 :
Misi/Sasaran/ . I.ndikator Kinerja Target Kinerja 2023
Program/ Misi/Sasaran/Program/ Update
No Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Pengurangan di Keterangan
Kegiatan/Detail Kegiatan/Detail SIPD (Rp)
. : Volume Satuan
Kegiatan Kegiatan
1 2 3 4 5 7 9
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN 35,663,843,550
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
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Tujuan:

MENINGKATKAN
TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN
PUBLIK YANG
MODERN DAN
PARTISIPATIF

18,336,911,550

Kelola

Publik yang
Humanis
Sasaran:

Mewujudkan Tata

Pemerintahan
yang Akuntabel
dan Pelayanan

Tingkat Akuntabilitas
Kinerja Satpol PP

85

%

18,336,911,550

Meningkatnya
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Akuntabel
dan Pelayanan
Publik yang
humanis

PROGRAM

Nilai SAKIP Satpol PP

70

Nilai

18,336,911,550

PENUNJANG

URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOT
A

Cakupan pelayanan
penunjang urusan
Pemda

100

%

18,336,911,550

Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan

Persentase dokumen
perencanaan,
anggaran, dan evaluasi
tepat waktu

100

%

143,611,350

Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Dokumen

28,640,350

RENJA, RENJA P,
RENSTRA
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Koordinasi dan
Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-
Laporan Capaian | SKPD dan Laporan Hasil
2 Dok
Kinerja dan Koordinasi Penyusunan okumen 20,171,000
Ikhtisar Realisasi Dokumen RKA-SKPD
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan LKIP, LKPJ, LPPD,
Evaluasi Kinerja e K?ner.a : ooran SPM, KAJIAN
Perangkat Daerah b ot D r‘ah P 94,800,000 INDEKS
8 TRANTIBUM
Administrasi Persentase
Keuangan administrasi keuangan 100 %
Perangkat Daerah tepat waktu 16,032,888,000
Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang
dan Tunjangan Menerima Gaji dan 95 orang/
ASN Tunjangan ASN bulan 16,000,000,000
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Keu_T_:\gNaL:wlaBnualz;lan/
Penyusunan EVALUASI
Semesteran SKPD dan
Laporan Keuangan Laporan Koordinasi 3 laporan BULANAN,
Bulanan/Triwulan Penp S o P 32,888,000 TRIWULAN,
an/ Semesteran y P SEMESTER
SKPD Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
.. . Persentase Pemenuhan
Administrasi Pengurusan
H 0,
Kepegawaian Administrasi 100 % 137,880,000
Perangkat Daerah )
Kepegawaian
P d
Palf:iii ;fngs Jumlah Paket Pakaian PDL, PDH, PDU,
Beserta Atribut Dinas beserta Atribut 5 Paket 137,880,000 PDKS |, SERAGAM
Kelengkapan PPNS
Kelengkapannya
Administrasi Persentase penyediaan
. . . o
Umum Perangkat administrasi umum 100 % 690,558,250
Daerah perkantoran
Penyediaan Jumlah paket
Komponen .
Instalasi Listrik/ Komponen Instalasi 1 Paket
Listrik/Penerangan 30,997,000
Penerangan Bangunan Kantor
Bangunan Kantor 8
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Penyediaan Jumlah Paket Peralatan
8 Peralatan dan dan Perlengkapan 7 Paket
Perlengkapan gxap: 121,813,000
Kantor yang Disediakan
Kantor
Penyediaan Jumlah Paket Peralatan
9 Peralatan Rumah Rumah Tahgga yang 2 Paket 37,305,300
Tangga Disediakan
. Jumlah Paket Bahan
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor yan 12 Paket
Logistik Kantor gistix Rantor yang 147,340,000
Disediakan
e
11 B k 2 Pak
da:rsgﬁ Ceat:dzgn Penggandaan yang aket 68,269,950
g8 Disediakan
Penyelenggaraan Jumlah Laporan
Rapat Koordinasi | Penyelenggaraan Rapat
12 dan Konsultasi Koordinasi dan 175 laporan 189,840,000
SKPD Konsultasi SKPD
Dukungan
Pelaksanaan Jumlah Dokumen
Sistem Dukungan Pelaksanaan
13 Pemerintahan Sistem Pemerintahan 1 dokumen
Berbasis Berbasis Elektronik 94,993,000
Elektronik pada pada SKPD
SKPD
Pengadaan
Barang Milik Persentase barang
Daerah milik daerah kondisi 100 % Perlu penambahan
Penunjang Urusan baik ? 127,743,950 Sarpras Satpol PP
Pemerintahan
Daerah
Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan
Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau 2 UNIT
14 . P 2 unit KENDARAAN RODA
Operasional atau Lapangan yang 77,744,000
. DUA
Lapangan Disediakan
BERUPA
. PERALATAN
15 P:fal]g'?: : Zgn dJaunmhl/Ia:sﬁni’;i:ira;at:rr\l 50 unit SEKRETARIAT, DAN
Mesin Lainnya Disediaka: e 49,999,950 PERALATAN
y PERLENGKAPAN
PENERTIBAN
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Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Persentase barang
milik daerah kondisi
baik

100

%

1,204,230,000

16

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak, dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

60

unit

1,157,770,000

17

Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara

70

unit

46,460,000

Misi Ke-5 RPJMD :
MEWUJUDKAN
KOTA YANG
SEHAT, AMAN,
TERTIB, DAN
NYAMAN

17,326,932,000

Tujuan:
Mewujudkan
Kualitas
Kehidupan
Masyarakat Kota
Depok Yang
Nyaman,
Aman,dan Tertib

Indeks Ketenteraman
dan Ketertiban Umum

75,33

Angka

17,326,932,000

Sasaran :
Meningkatnya
Ketertiban dan
Ketenteraman

Masyarakat serta
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan

Persentase Capaian
SPM Trantibum

74,90

%

17,326,932,000
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PROGRAM
PENINGKATAN Persentase Pelayanan
KETENTERAMAN Ketenteraman dan 62,11 %
DAN KETERTIBAN Ketertiban Umum 17,326,932,000
UMUM
Penanganan
Gangguan Tingkat penyelesaian
Ketenteraman pelanggaran K3
dan Ketertiban (Ketertiban, 74,42 % 16,646,020,000
Umum dalam 1 Kententraman,
(satu) Daerah Keindahan)
Kabupaten/Kota
12 KASUS didapat
Pencegahan dari PELAKSANAAN
Gangguan Jumlah Kasus Gangguan DETEKSI DINI DAN
Ketenteraman dan Ketenteraman dan CEGAH DINI,
Ketertiban Umum | Ketertiban Umum yang PEMBINAAN DAN
melalui Deteksi Dicegah Melalui Deteksi PENYULUHAN,
18 Dini dan Cegah Dini dan Cegah Dini, 12 Kasus PELAKSANAAN
Dini, Pembinaan Pembinaan dan 94,180,000 PATROLI (30 Regu
dan Penyuluhan, Penyuluhan, Patroli 24 jam),
Pelaksanaan Pelaksanaan Patroli, PELAYANAN
Patroli, Pengamanan, PANGADUAN,
Pengamanan, dan dan Pengawalan PENGAMANAN
Pengawalan DAN
PENGAWALAN
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RINCIAN 20 KASUS,
DIDAPAT DARI
:Jumlah Pelanggaran
dan Pengaduan
Penindakan atas Trantibum dalam
Jumlah Kasus Gangguan
Gangguan Ketenteraman dan Kab/Kota yang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum ditangani : 5
Ketertiban Umum LOKASIJumlah
Berdasarkan berdasarkan Perda dan Pelanggaran K3 yang
19 Perda dan Perkada Melalui 20 Kasus diselesaikan DAN
Perkada melalui Penertiban dan 218,290,000 Jumlah Pengamanan
Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa Pasca Penyelesaian
Penanganan dan Kerusuhan Massa Pelanggaran K3 : 5
chang yang Dilakukan LOKASIumlah
Unjuk Rasa dan . Pelanggaran K3 yan
Penindakan 88 yang
Kerusuhan Massa dilaporkan
Masyarakat dan
Teridentifikasi oleh
Satpol PP : 10
PENGADUAN
RINCIAN 52
DOKUMEN, TERDIRI
DARI :
Jumlah Demo : 20
Jumlah Gelar
Koordinasi . Pasukan Satpol PP : 1
Jumlah Dokumen Hasil Gelar Pasuk
Penyelenggaraan L elar Pasukan
Ketentraman dan Pelaksanaan Koordinasi Jumlah Pengamanan
. Penyelenggaraan .
Ketertiban Umum Y g8 dan Pengawalan : 20
20 serta Ketenteraman, 52 dokumen pamwal
. Ketertiban Umum dan 144,110,000 Jumlah Pengamanan
Perlindungan .
Masvarakat Perlindungan dan Pengawasan
‘y Masyarakat Tingkat PEMILU : 1 Laporan
Tinglat Kabupaten/Kota dari 11 Kecamatan
Kabupaten/Kota
Perlu Penambahan
Anggaran Monitoring
Wilayah (MONWIL)
oleh Satpol PP dalam
rangka Pemilu 2023
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21

Pemberdayaan
Perlindungan
Masyarakat dalam
rangka
Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Koordinasi
Penyelenggaraan
Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan
Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota

51 dokumen

2,639,970,000

RINCIAN 51
DOKUMEN, TERDIRI
DARI :Cakupan
petugas
Perlindungan
Masyarakat (Linmas)
:22% dari 12 laporan
pada setiap
bulanJumlah
Pengamanan Hari
Raya: 2
MomentumJumlah
Petugas Linmas
dalam 1 wilayah kerja
Kab/Kota : 1 laporan
(laporan
ketersediaan
Satlinmas 630
orang/tahun)Jumlah
RT yang dilakukan
pengawasan dan
pengamanan oleh
Petugas Linmas : 12
laporan (yang
didapat dari 2300 RT
yang diawasi
Satlinmas pada
setiap bulan)Jumlah
Pelatihan Kemahiran
Satlinmas : 2
PelatihanJumlah
Monitoring Satgas
Linmas : 11
LokasiJumlah
Pengamanan
WILAYAH (PAMYAH)
PEMILU oleh
Satlinmas : 11
KecamatanPerlu
Penambahan
anggaran
Pengamanan
Wilayah (PAMYAH)
oleh Satlinmas dalam
rangka Pemilu 2023
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Peningkatan
Kapasitas SDM RINCIAN 457
Satuan Polisi ORANG, TERDIRI
Pamongpraja dan Jumlah SDM Satuan DARI :
Satuan Polisi Pamongpraja dan Jumlah Satgas Pol
Perlindungan Satuan Perlindungan PP : 257 orang
22 Masyarakat Masyarakat yang 457 Orang 13,382,020,000 Jumlah Pelatihan
termasuk dalam Ditingkatkan Kemahiran Satpol
Pelaksanaan Kapasitasanya PP : 4 Pelatihan (1
Tugas yang Pelatihan/50
Bernuansa Hak orang)
Asasi Manusia
Kerjasama antar
Lembaga dan . RINCIAN 12
Kemitraan dalam Jurl?elfahksDaonkauaTiZE:s” DOKUMEN,
Teknik AR Lemb;ga TERDIRI DARI
23 | Pencegahan dan dan Kemitraandalam 12 dokumen 67,250,000 :didapat dari
Penanganan ) Jumlah Rakor
Teknik Pencegahan .
Gangguan ) Trantibum : 12
Kejahatan
Ketentraman dan Rakor
Ketertiban Umum
RINCIANNYA 1
LAPORAN :
didapat dari
pencapaian
Penvediaan indikator SPM
y Jumlah Laporan Trantibum yakni
Layanan dalam .
Penyediaan Layanan Jumlah warga
24 rangka Dampak Dampak Penegakan 1 laporan negarayan
Penegakan P & P 100,200,000 gara yang
Perda dan Perkada memperoleh
Peraturan Daerah . . .
yang Terlayani layanan akibat dari
dan Perkada
penegakan hukum
Perda dan Perkada
di Kab/Kota : 100%
(100% = 0 orang;
penilaian terbalik)
Penegakan
Peraturan Daerah Persentase Penegakan
[V
Kabupaten/Kota Perda 89,44 % 616,487,000
dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
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RINCIAN 12
LAPORAN, TERDIRI
DARI :
Jumlah lokasi
Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan
Sosialisasi Pelaksanaan Sosialisasi Perkada : 10 Lokasi
Penegakan Penegakan Jumlah Perda yang
25 | Peraturan Daerah | Perda/Perkada kepada 12 laporan disosialisasikan : 1
159,200,000
dan Peraturan Masyarakat/ Kelompok Laporan
Bupati/Wali Kota Masyarakat/Pelaku Jumlah Peralatan
Usaha dan Perlengkapan
Sosialisasi
Perda/Perkada: 1
Laporan (sebanyak
4 jenis)
RINCIAN 18
LAPORAN, TERDIRI
DARI :
Jumlah Laporan Hasil AR
Pengawasan atas Jumlah Rakor
Pelaksanaan
Kepatuhan Pengawasan van Pengawasan
terhadap . g yang Perda/Perkada: 6
26 Pelaksanaan Dilakukan Terhadap 18 laporan Rakor
Kepatuhan Terhadap P 129,840,000
Peraturan Daerah Jumlah
Pelaksanaan Peraturan
dan Peraturan Pelanggaran Perda
. . Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota . . dan Jumlah
Bupati/Wali Kota .
Penyelesaian
Penegakan Perda :
12 Kasus
RINCIAN 48
LAPORAN, TERDIRI
DARI :Jumlah
Pemusnahan
Jumlah Laporan .
Barang Bukti : 2
Penanganan atas Pelaksanaan
MomentumJumlah
Pelanggaran Penanganan Atas Sidane Tipiring : 20
27 | Peraturan Daerah | Pelanggaran Peraturan 48 laporan . g PIrINg :
327,447,000 TipiringJumlah
dan Peraturan Daerah dan Peraturan -
) . Penyidikan Kasus
Bupati/Wali Kota Gubernur yang Dapat
Ditangani Sesuai SOP Pelanggaran Perda
& : 25 KasusJumlah
Perda dan Perkada
yang ditegakkan : 1
Laporan
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Pembinaan
Penl\‘l/;:lekr:):ﬁ)a;rval ’“"T'."" h Pol l.)P yang 85 orang
(PPNS) memiliki kualitas PPNS 64,425,000
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas
Pejabat PPNS dalam RINCIAN 1
Pengembangan Mendukung LAPORAN :
28 Kapasitas dan Penyelenggaraan 1 laporan 64.475.000 Jumlah Pelatihan
Karier PPNS Ketertiban Umum dan S Kemahiran Pejabat
Ketenteraman PPNS : 1 Pelatihan
Masyarakat serta
Penegakan Perda dan
Perkada
TOTAL RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023 35,663,843,550
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BAB V
PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur dalam menilai keberhasilan
dan kegagalan dalam pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Depok. Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Depok tahun 2023 disusun untuk menjadi pedoman kinerja yang
dijabarkan kedalam Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dimana telah

disesuaikan dengan kebijakan keuangan Pemerintah Kota Depok.

Penyelenggaraan kebijakan Penegakan Perda dan/atau Perwa,
Penyelenggaraan Ketenteraman masyarakat dan Ketertiban Umum, serta
Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat merupakan tugas pokok dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok untuk melaksanakan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kententeradan menjadi garda
terdepan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat dalam kerangka mewujudkan Kota Depok yang unggul,

nyaman, dan religius.

Depok, Maret 2023

Ker'iia Satuan Polisi Pamong Praja
b N k

A v d %

NIP.197001271998032004
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